
 

 

 

 

 

WALIKOTA YOGYAKARTA 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA 

NOMOR   1  TAHUN  2023 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA YOGYAKARTA 

TAHUN 2023-2043 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA YOGYAKARTA, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat 

(4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Industri Kota 

Yogyakarta Tahun 2023-2043; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 859); 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

SALINAN 
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Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6841); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 

5. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Industri Daerah Istimewa Yogyakarta 2019 – 2039 

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2010 Nomor 2);  

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA 

dan 

WALIKOTA YOGYAKARTA 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA YOGYAKARTA 

TAHUN 2023-2043. 

 

BAB I   

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan 

baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga 

menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih 

tinggi, termasuk jasa Industri. 
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2. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang selanjutnya 

disingkat RIPIN adalah dokumen perencanaan pembangunan Industri 

nasional yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Industri untuk 

jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.  

3. Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah 

dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan 

Industri Nasional. 

4. Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang selanjutnya disingkat 

RPIP adalah dokumen perencanaan dan pembangunan Industri Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung 

sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2039. 

5. Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2023-2043 

yang selanjutnya disingkat RPIK 2023-2043 adalah penjabaran dari visi, 

misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan Industri kota 

untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2023 

sampai dengan tahun 2043.  

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta yang memuat visi, misi dan arah 

pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta yang memuat penjabaran dari 

visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) 

tahunan, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional. 

8. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang 

selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah hasil perencanaan tata 

ruang wilayah provinsi yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan 

ruang wilayah provinsi; rencana struktur  ruang wilayah provinsi; 

rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis 

provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan 

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta.  
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9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta yang memuat rencana 

struktur ruang, rencana pola ruang, dan kawasan strategis Kota 

Yogyakarta.  

10. Sistem Informasi Industri adalah sistem informasi terpadu yang di 

dalamnya berisi data dan informasi tentang industri. 

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

12. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 

13. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. 

14. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

15. Daerah adalah Kota Yogyakarta. 

 

BAB II 

KEWENANGAN 

Pasal 2  

(1) Pemerintah Daerah berwenang menyusun RPIK. 

(2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 

memperhatikan: 

a. RIPIN;  

b. KIN;  

c. RPIP Daerah Istimewa Yogyakarta; 

d. RPJPD; 

e. RPJMD;  

f. potensi sumber daya Industri daerah;  

g. RTRW;  

h. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi, serta 

satu kesatuan dengan daya dukung daya tampung lingkungan;  

i. proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk 

Industri; dan 

j. peran serta masyarakat. 
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BAB III 
PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI 

Pasal 3 

Program Pembangunan Industri Daerah meliputi: 

a. pengembangan Industri unggulan; 

b. pengembangan perwilayahan Industri;  

c. pembangunan sumber daya Industri;  

d. pembangunan sarana prasarana Industri; dan  

e. pemberdayaan Industri. 

 

Pasal 4 

(1) Pengembangan industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf a meliputi:  

a. Industri furnitur dan Industri bahan dari kayu;  

b. Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;  

c. Industri logam dasar;  

d. Industri pangan;  

e. Industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan;  

f. Industri elektronika dan telematika;  

g. jasa Industri; dan  

h. Industri kreatif. 

(2) Pengembangan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan 

Industri Unggulan skala besar. 

(3) Pengembangan perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 huruf b dilakukan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri 

dan sentra industri kecil dan menengah secara adil dan merata.  

(4) Pembangunan sumber daya Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 huruf c dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia 

Industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan 

pemanfaatan teknologi Industri, pengembangan dan pemanfaatan 

kreativitas dan inovasi, dan penyediaan sumber pembiayaan.  

(5) Pembangunan sarana prasarana Industri sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf d meliputi pembangunan sarana dan prasarana 

transportasi, jaringan air, listrik, dan telekomunikasi, pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan. 
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(6) Pemberdayaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e 

dilakukan melalui pembangunan Industri hijau, peningkatan penggunaan 

produk dalam negeri, kerja sama internasional, dan pengembangan 

Industri kecil menengah. 

(7) Pengembangan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berkoordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya. 

 

Pasal 5 

(1) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat dalam 

pembangunan Industri. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Industri.  

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan dalam bentuk: 

a. pemberian saran, pendapat dan usul; dan/atau 

b. penyampaian informasi dan/atau laporan. 

(4) Pemberian saran, pendapat dan usul, dan/atau penyampaian informasi 

dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan 

melalui Sistem Informasi Industri Daerah yang terintegrasi dengan Sistem 

Informasi Industri nasional. 

BAB IV 

JANGKA WAKTU 

Pasal 6 

(1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dari tahun 

2023 sampai dengan tahun 2043. 

(2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali setiap 5 (lima) 

tahun. 

(3) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Nasional dan/atau kebijakan 

Pemerintah Daerah bersifat strategis, RPIK dapat ditinjau kembali kurang 

dari 5 (lima) tahun. 

 

BAB V 
SUBSTANSI  RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA 

Pasal 7 

(1) RPIK memuat: 

a. gambaran umum, meliputi: 

1. kondisi umum daerah; 
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2. sumber daya Industri; 

3. sarana dan prasarana; dan 

4. pemberdayaan industri kecil. 

b. visi dan misi pembangunan Industri, serta tujuan dan sasaran 

pembangunan Industri, meliputi: 

1. visi dan misi pembangunan daerah; 

2. tujuan pembangunan Industri; dan 

3. sasaran pembangunan Industri. 

c. Strategi dan program pembangunan industri: 

1. strategi pembangunan industri; dan 

2. program pembangunan industri Daerah. 

(2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

BAB VI 
PELAKSANAAN 

Pasal 8 

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program 

Pembangunan Industri di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 

(2) Dalam melaksanakan program Pembangunan Industri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerja sama.  

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan 

perundangan-undangan yang mengatur tentang kerja sama daerah. 

 

BAB VII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 9 

(1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

RPIK.  

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Industri. 

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dalam bentuk: 

a. monitoring; dan 

b. evaluasi. 
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(4) Walikota dapat melakukan pengambilan kebijakan berdasarkan hasil 

monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

 

BAB VIII 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 10 

(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Industri melakukan monitoring dan evaluasi. 

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:  

a. melakukan pemantauan hasil implementasi RPIK terhadap 

perencanaan; dan  

b. melakukan koordinasi, sinkronisasi kegiatan Pembangunan Industri 

Daerah. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kajian 

kesesuaian perencanaan dan implementasi RPIK. 

 

BAB IX 

PELAPORAN 

Pasal 11 

(1) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur 1 

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pertumbuhan Industri; 

b. kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto; 

c. penyerapan tenaga kerja sektor Industri; 

d. realisasi investasi sektor Industri; dan  

e. ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah–langkah 

penyelesaian di sektor Industri. 

BAB X 
PENDANAAN 

Pasal 12 

Pendanaan pelaksanaan RPIK Tahun 2023-2043 dibebankan pada:  

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau  

b. sumber lain yang sah dan/atau tidak mengikat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang undangan. 
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BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 13 

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pelaksanaan 

Pembangunan Industri yang sudah dilaksanakan dan tidak sesuai dengan 

Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun 

sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 

(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

 

Pasal 15 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota 

Yogyakarta. 

 

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 Februari 2023 

 Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA, 

 

ttd 

 

SUMADI 

 

Diundangkan di Yogyakarta 
pada tanggal 10 Februari 2023 

  SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, 

 

ttd 

 

AMAN YURIADIJAYA 

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR  1 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA: (1,1/2023) 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA 

NOMOR  1  TAHUN 2023 

 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA YOGYAKARTA 

TAHUN 2023-2043 

 

I. UMUM 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang PerIndustrian telah 

meletakkan Industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan 

peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk 

mendorong kemajuan Industri nasional secara terencana. Peran tersebut 

diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh 

lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu 

maju. Untuk itu, pemerintah diberikan kewenangan untuk menyusun 

perencanaan pembangunan Industri yang sistematis, komprehensif, dan 

futuristik. Pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 

14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 

2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035 yang 

mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan Industri kepada 

pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Di Kota Yogyakarta 

sendiri, sektor Industri merupakan sektor yang paling dominan yang 

berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Memang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta 2005-2025 (RPJPD 

2005-2025) menentukan visi pembangunan Kota Yogyakarta sebagai “Kota 

Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan 

Jasa yang Berwawasan Lingkungan” dan mengamanatkan pembangunan 

dalam bidang pendidikan dan pariwisata dan tidak menyebutkan secara 

eksplisit visi yang berkaitan langsung dengan perIndustrian. Namun 

demikian, sektor Industri merupakan suatu sektor yang menjadi alat utama 

untuk mencapai visi tersebut mengingat kontribusinya yang besar kepada 

perekonomian Kota Yogyakarta. 
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Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan visi pembangunan Kota 

Yogyakarta dan sektor Industri yang memberikan kontribusi tertinggi 

terhadap perekonomian Kota Yogyakarta, sektor Industri yang akan 

dikonsentrasikan pada dua sektor, yaitu sektor pendidikan dan pariwisata. 

Terkhusus untuk sektor pariwisata, sektor Industri akan mendorong sektor 

ini dengan menghasilkan produk-produk yang meningkatkan daya tarik 

pariwisata Kota Yogyakarta, seperti produk batik dan kerajinan tangan. Di 

Kota Yogyakarta sendiri, produksi produk-produk tersebut didominasi oleh 

Industri kecil dan menengah. Sehingga, Industri kecil dan menengah 

memiliki peran yang vital bagi perkembangan pariwisata Kota Yogyakarta. 

Selain fokus terhadap Industri kecil dan menengah, pembangunan Industri 

Kota Yogyakarta juga akan difokuskan ke pengembangan Industri kreatif 

yang tengah berkembang pesat dan mampu mendorong perkembangan 

sektor pariwisata dan pendidikan. 

Untuk membangun Industri kecil dan menengah yang mampu 

mendukung potensi pendidikan dan pariwisata Kota Yogyakarta, diperlukan 

suatu perencanaan yang komprehensif untuk menentukan arah serta 

batasan pembangunan Industri. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 

tentang PerIndustrian telah mengamanatkan penyusunan rencana 

pembangunan Industri kepada masing-masing pemerintah daerah. Hal 

inilah yang melatarbelakangi disusunya Rencana Pembangunan Industri 

Kota (RPIK) Yogyakarta Tahun 2023-2043. Dengan adanya dokumen 

pembangunan ini, diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pariwisata 

Kota Yogyakarta dengan memperkuat peran sektor Industri dalam 

kontribusinya terhadap perekonomian Kota Yogyakarta. Selain itu, RPIK 

diharapkan dapat menciptakan Industri Kota Yogyakarta yang mandiri dan 

berkelanjutan, menciptakan sumber daya manusia yang handal dan 

berkualitas, mendorong harmonisasi kerja sama antara seluruh pelaku 

Industri yang akuntabel, serta meningkatkan peranan Industri kecil dan 

menengah dalam pembangunan Kota Yogyakarta. 

   

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

Pasal 2 

Huruf a 

Cukup jelas. 
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Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “Potensi sumber daya Industri daerah” 

adalah Sumber daya kekayaan alam (SDA), sumber daya 

manusia (SDM), sumber daya permodalan, teknologi tepat guna 

dan pendukung lainnya. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan “keserasian dan keseimbangan dengan 

kegiatan sosial ekonomi, serta satu kesatuan dengan daya 

dukung daya tampung lingkungan” adalah kapasitas atau 

kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan organisme 

secara sehat sekaligus mempertahankan produktivitas, 

kemampuan adaptasi, dan kemampuan memperbarui diri.  

“Daya dukung lingkungan” diartikan sebagai kemampuan 

lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia. 

“Daya tampung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan 

untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang 

masuk atau dimasukkan ke dalamnya. 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan “Proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan 

pemanfaatan lahan untuk Industri” adalah perkiraan tentang 

keadaan masa yang akan datang dengan menggunakan data 

penerapan tenaga kerja yang ada saat ini dan penataan ruang 

yang tepat agar ada keseimbangan antara pembangunan 

ekonomi dengan masyarakat dan lingkungan untuk meminimal 

dampak negatif yang timbul. 

Huruf j 

Cukup Jelas. 
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Pasal 3 

 Cukup jelas. 

Pasal 4 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “adil dan merata” adalah pengembangan 

sentra industri kecil dan menengah secara  merata di setiap 

wilayah, sesuai dengan kebutuhan agar seluruh masyarakat 

memperoleh manfaat sebesar-besarnya.  

 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (5) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (6) 

  Yang dimaksud dengan “pembangunan Industri hijau” adalah 

pembangunan industri yang dalam proses produksinya 

mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan 

sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu 

menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi 

lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat.  

Ayat (7) 

  Cukup jelas. 

Pasal 5 

 Ayat (1)  

  Cukup jelas. 

 Ayat (2)  

  Cukup jelas. 

 Ayat (3)  

  Cukup jelas. 

 Ayat (4)  

Yang dimaksud dengan “Sistem Informasi Industri nasional” 

adalah tatanan prosedur dan mekanisme 

kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber 
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daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, 

serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain 

dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, 

penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau 

informasi Industri. 

Pasal 6 

 Cukup jelas. 

Pasal 7 

 Cukup jelas. 

Pasal 8 

 Cukup jelas. 

Pasal 9 

 Cukup jelas. 

Pasal 10 

 Cukup jelas. 

Pasal 11 

 Cukup jelas. 

Pasal 12 

 Cukup jelas. 

Pasal 13 

 Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 28 
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  LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  

NOMOR   1  TAHUN 2023 
TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI 
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 - 2043 

 

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA YOGYAKARTA  

TAHUN 2023 - 2043 

BAB I  

PENDAHULUAN  

A. LATAR BELAKANG  

   Kota Yogyakarta dengan luas wilayah 32,5 Km² terbagi menjadi 14 

Kemantren, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.535 RT, serta memiliki kepadatan 

rata-rata 11.579 jiwa per km². Posisi Kota Yogyakarta yang terletak di 

tengah pulau Jawa serta terkoneksi baik dengan daerah lainnya di 

Indonesia melalui berbagai dukungan sarana dan prasarana infrastruktur 

membuat Kota Yogyakarta memiliki posisi yang strategis secara geografis 

sehingga berperan penting sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan Jawa 

bagian tengah. Adanya Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu memberikan 

kemudahan terhadap iklim investasi bagi investor dalam maupun luar 

negeri.  

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 

sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan 

memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk 

mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut 

diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh 

lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu 

maju.  

Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 
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pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan 

daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya 

pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat 

dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk 

mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta 

meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia.  

Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam 

pembangunan industri nasional, telah disusun perencanaan pembangunan 

industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam 

wujud Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana 

Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya 

disebut RIPIN 2015-2035.  RIPIN 2015-2035 dijadikan acuan bagi 

gubernur dan walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri 

daerah baik dalam skala provinsi maupun dalam skala kota.  

Dalam upaya mengejawantahkan RIPIN 2015-2035, disusun 

Kebijakan Industri Nasional (KIN) untuk masa berlaku selama 5 (lima) 

tahun dan operasionalisasinya dilaksanakan melalui Rencana Kerja 

Pembangunan Industri yang disusun untuk masa berlaku selama 1 (satu) 

tahun. Perencanaan pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta tidak dapat 

dipisahkan dari perencanaan jangka panjang pembangunan daerah Kota 

Yogyakarta secara keseluruhan yang terwujud dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta 2005-

2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta 2021-

2041. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja pada penjelasan pasal 20 ayat 3 dan pasal 23 ayat 3 

menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan matra spasial dari 

rencana pembangunan jangka panjang.  

Arah pembangunan industri di Kota Yogyakarta sebenarnya sudah 

cukup berjalan sesuai tahapan yang  direncanakan. Namun, menghadapi  

perubahan  dinamika lokal, regional, nasional serta global  yang begitu 

cepat  diperlukan  penyesuaian-penyesuaian agar  Kota Yogyakarta tetap 

mampu tumbuh dan berkembang. Berbagai kebijakan nasional maupun 

regional, termasuk berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 

tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 14 Tahun 2015 tentang RIPIN 2015-2035, terkait dengan 

pembangunan ekonomi serta dinamika lokal yang terus berkembang dan 
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mengalami pembaharuan-pembaharuan, diperlukan peninjauan ulang atas 

kebijakan dan strategi Kota Yogyakarta dalam pembangunan industrinya 

menyesuaikan dengan perkembangan melalui penyusunan Rencana 

Pembangunan Industri Kota Yogyakarta 2023-2043.  RPIK Yogyakarta yang 

disusun diharapkan mampu mendukung:   

1. optimalisasi kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Kota 

Yogyakarta yang berbasis pariwisata; 

2. pembangunan Industri Kecil dan/atau Industri Menengah yang 

berfokus mendukung sektor pariwisata dan kebudayaan di Kota 

Yogyakarta; 

3. kerjasama yang harmonis, berkesinambungan, dan akuntabel 

antara seluruh pelaku usaha di setiap tahapan industri di Kota 

Yogyakarta; 

4. kemandirian industri Kota Yogyakarta tanpa harus bergantung 

kepada daerah lain dalam pembangunannya;  

5. jaminan perlindungan dan kepastian berusaha bagi seluruh pelaku 

usaha di setiap tahapan industri khususnya IKM; dan 

6. memberi akses dukungan, kemudahan berusaha, perlindungan, dan 

pemberdayaan bagi industri kecil dan/atau industri menengah.  

 

B. DASAR HUKUM  

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) 

Yogyakarta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan lainnya yang berlaku sebagai berikut:  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa 

Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk 

Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035; dan 
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6. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta 2019 – 

2039. 

C. SISTEMATIKA PENULISAN  

Sistematika untuk penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota 

(RPIK) Yogyakarta adalah sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

 A. Latar Belakang 

 B. Dasar Hukum 

 C. Sistematika Penulisan 

BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN 
INDUSTRI 

 A. Kondisi Daerah  

 B. Sumber Daya Industri 

 C. Sarana dan Prasarana 

 D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah 

BAB 

III 

 

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN 
SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH 

 A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah 

 B. Tujuan Pembangunan Industri Kota Yogyakarta 

 C. Sasaran Pembangunan Industri Kota Yogyakarta 

BAB 

IV 

STRATEGI DAN PROGRAM  PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA 

YOGYAKARTA 

 A. Strategi Pembangunan Industri 

 B. Program Pembangunan Industri Daerah 

BAB V PENUTUP 
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BAB II 

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI  

A. KONDISI DAERAH  

 

 1. Aspek Geografi  

Kota Yogyakarta terletak antara 110o24’19” - 110o28’53” bujur timur dan 

antara 07o15’24” - 07o49’26” lintang selatan. Kota Yogyakarta memiliki 

luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota 

lainnya, yaitu 32,5 km² yang berarti 1,025% dari luas wilayah Provinsi 

DIY. Jarak terjauh dari utara ke selatan kurang lebih 7,5 km dan dari 

barat ke timur kurang lebih 5,6 km. Kota Yogyakarta yang terletak di 

daerah dataran lereng aliran Gunung Merapi memiliki kemiringan lahan 

yang relatif datar antara 0 - 2% dan berada pada ketinggian rata-rata 114 

m dari permukaan air laut (dpa). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 

hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.593 

hektar) berada pada ketinggian antara 100–199 meter dpa. Dengan luas 

3.250 hektar Kota Yogyakarta terbagi menjadi 14 Kemantren, 45 

Kelurahan, 617 RW, dan 2.535 RT, serta kepadatan penduduk Kota 

Yogyakarta tahun 2017 sebesar 13.007 jiwa per km² (tercantum pada 

Gambar X): Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai Ibukota DIY dan 

merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di 

samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota 

Yogyakarta terletak di tengah DIY, dengan batas-batas wilayah sebagai 

berikut:  

  

Batas Utara  

Batas Timur  

Batas Selatan  

Batas Barat 

: Kabupaten Sleman.  

: Kabupaten Bantul dan Sleman. 

: Kabupaten Bantul. 

: Kabupaten Bantul dan Sleman 
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Gambar 1. Peta Administrasi Kota Yogyakarta1  

 Pada tahun 2020 luas penggunaan lahan di Kota Yogyakarta tercatat 

3.250 hektar. Pada tahun 2020 penggunaan lahan di Kota Yogyakarta 

didominasi oleh sektor perumahan yang mencapai 2.102,60 hektar, lain-lain 

388.22 hektar, perusahaan 311.84 hektar, jasa 284.75 hektar, pertanian 

98.87 hektar, industri sebanyak 52.23 hektar, dan non-produktif 13.49 

hektar. Penggunaan lahan tersebut tersebar di 14 Kemantren yang ada di Kota 

Yogyakarta, yaitu Mantrijeron, Kraton, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, 

Gondokusuman, Danurejan, Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan, 

Wirobrajan, Gedongtengen, Jetis dan Tegalrejo. Kemantren Umbulharjo sendiri 

paling banyak digunakan lahannya untuk sektor perumahan (520.26 hektar), 

industri (17.88 hektar) dan pertanian (53.77 hektar). Disamping itu, data 

tahun 2020 menunjukan penggunaan lahan di Kemantren Umbulharjo 

mendominasi sektor lain-lain (yang tidak masuk ke dalam jenis-jenis 

penggunaan lahan di atas) yaitu sebanyak 105.07 hektar. Penggunaan lahan 

untuk perumahan mengalami kenaikan sebanyak 1,03 hektar dari tahun 

2019. Pada tahun 2019 penggunaan lahan untuk perumahan mencapai 

2.101,57 hektar sedangkan pada tahun 2020 naik menjadi 2.102,60 hektar. 

Selain itu, penggunaan lahan sektor jasa juga mengalami kenaikan sebanyak 

0,17 hektar, dari 284.58 ke 284.75. Penggunaan lahan untuk perusahaan 

                                       
1  Sumber: https://peta-hd.com/peta-kota-yogyakarta/  
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mengalami kenaikan sebanyak 0,15 hektar. Pada tahun 2020 penggunaan 

lahan untuk pertanian, non-produktif dan lain-lain juga mengalami kenaikan 

dari tahun 2019. Sedangkan penggunaan lahan untuk sektor industri sendiri 

tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Sehingga data kaitannya 

dengan RPIK Yogyakarta, adalah perkembangan industri yang cukup pesat di 

Kota Yogyakarta tersebut belum terwadahi dengan baik, hal ini dikemudian 

dapat ditemukan bahwa penggunaan lahan untuk industri sektor industri 

tidak mengalami kenaikan yang signifikan atau cenderung stagnan. Sebab 

perubahan penggunaan lahan diartikan dapat bersifat permanen maupun 

sementara dan merupakan konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan 

transformasi perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang 

berkembang. Deskripsi penggunaan lahan yang dijelaskan disajikan dalam 

tabel berikut:  

  Tabel 1.1. Jenis Penggunaan Lahan Kota Yogyakarta 

Berdasarkan Kemantren2 

  

                                       
2  Sumber:  Badan Pusat Statistik, Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022.  
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2. Aspek Demografi  

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 jumlah penduduk tahun 

2020 tercatat 373.589 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin 

adalah 48,72 persen laki-laki dan 51,28 persen perempuan. Secara 

keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibanding penduduk 

laki-laki seperti tampak dari rasio jenis kelamin penduduk yang lebih kecil 

dari 100, dimana pada tahun 2020 sebesar 95,01. Jumlah penduduk Kota 

Yogyakarta pada tahun 2021 menurut proyeksi penduduk sensus penduduk 

2020 sebanyak 376.324 jiwa dengan rincian sebanyak 183.251 jiwa penduduk 

laki-laki dan 193.073 jiwa penduduk perempuan. Dengan luas wilayah 32,50 

km², kepadatan penduduk Kota Yogyakarta tahun 2021 sebesar 11.579 jiwa 

per km². Kepadatan penduduk dapat dihitung berdasarkan jumlah penduduk 

untuk setiap kilometer persegi. Penduduk yang paling padat berada di 

Kemantren Ngampilan yaitu sebesar 18.841 jiwa per Km², dan paling renggang 

penduduknya di Kemantren Umbulharjo yakni 8.445 jiwa per Km². 
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Tabel 2.1. Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis 

Kelamin dan Kemantren di Kota Yogyakarta3  

 

Berdasarkan Tabel 2.1. Kemantren Umbulharjo adalah kemantren 

yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 68.576 jiwa, disusul 

dengan Kemantren Gondokusuman sebanyak 37.142 jiwa, Tegalrejo 

34.826 jiwa, Mantirejon 33.748. Kota Yogyakarta dengan luas wilayah 

32,50 km², mempunyai kepadatan penduduk sebesar 13.007 jiwa per 

km. Penduduk yang paling padat berada di Kemantren Ngampilan yaitu 

18.841 jiwa per km², dan yang paling jarang penduduknya di Kemantren 

Umbulharjo yaitu 8.845 jiwa per km², tersaji pada tabel 2.2. 

 

                                       
3  Sumber:  Badan Pusat Statistik, Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022  
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Tabel 2.2. Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta Berdasarkan 

Kemantren 4  

    

Sasaran utama pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah 

terciptanya lapangan kerja baru dengan jumlah dan kualitas yang memadai 

sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang memasuki pasar kerja. 

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan jumlah 

penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja atau mencari kerja) yang 

biasanya disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). 

Kesempatan kerja memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan 

tenaga kerja. Keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam kegiatan 

ekonomi di kota Yogyakarta pada tahun 2021 mencapai 364.748 jiwa 

(tercantum pada tabel 2.3). Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus 

meningkat dapat menimbulkan masalah jika tidak diseimbangi dengan 

perencanaan yang strategis untuk memanfaatkan hal tersebut. Salah satu 

contoh permasalahan yang mungkin terjadi adalah meningkatnya tingkat 

                                       
4  Sumber:  Badan Pusat Statistik, Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022.  
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pengangguran, hal itu dapat terjadi karena tidak cukup tersedianya 

lapangan pekerjaan dalam perekonomian secara keseluruhan dan jumlah 

tenaga kerja melebihi kesempatan kerja. Dampak dari adanya ketidak 

seimbangan tersebut juga akan mempengaruhi aspek-aspek pemerataan 

pembangunan. Sedangkan untuk mengukur besarnya persentase usia kerja 

yang aktif secara ekonomi pada suatu wilayah dapat ditunjukan dengan 

TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yaitu persentasi penduduk usia 

15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja.  

 

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas 

Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta5  

 

 

   
Pada tahun 2021, kelompok lapangan pekerjaan perdagangan besar dan 

eceran (reparasi mobil dan sepeda motor) sangat dominan dalam menyerap 

tenaga kerja yang berumur diatas 15 tahun. Disusul dengan tenaga kerja 

yang bekerja terserap pada kelompok lapangan pekerjaan pada sektor 

penyediaan akomodasi dan makanan minum sebanyak 39.322 jiwa. 

                                       
5  Sumber:  Badan Pusat Statistik, Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022.  
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Sementara peringkat ketiga dalam penyerapan tenaga kerja terjadi pada 

kelompok lapangan usaha industri pengolahan yang mencapai 34.613 jiwa. 

Berdasarkan data, penyerapan tenaga kerja, antara satu sektor dengan 

sektor yang lain terjadi perbedaan laju pertumbuhan penyerapan tenaga 

kerja. Perbedaan laju pertumbuhan tersebut akan berakibat pada 

perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja pada masing-masing sektor. 

Disamping itu, juga akan berdampak pada terjadinya perubahan sektoral 

baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun kontribusinya terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data yang tersaji di bawah ini, 

penyerapan tenaga kerja pada sektor industri masih terbilang jauh 

dibandingkan sektor lain. Misalnya penyerapan pada jasa pendidikan 

sebanyak 152.322. Padahal, berdasarkan tujuan dari RPIK Yogyakarta 

pertumbuhan dan pengembangan industri baru ataupun industri eksisting 

diharapkan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah berikut 

mendukung visi dan misi Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan 

berkualitas, pariwisata berbasis budaya dan pusat pelayanan jasa, yang 

berwawasan lingkungan. Sehingga seharusnya industri yang berkaitan 

dengan kebudayaan, pariwisata dan pendidikan dapat dimaksimalkan 

untuk menyerap tenaga kerja dibandingkan sektor lainnya. Berdasarkan 

data yang ada, penyerapan tenaga kerja sangat berpengaruh besar terhadap 

pembangunan suatu daerah sehingga potensi yang ada termasuk dalam 

sektor perindustrian harus dioptimalkan. Sehingga berdasarkan tujuan 

RPIK Yogyakarta, penyerapan tenaga kerja di Kota Yogyakarta, dapat 

diarahkan kepada Pertama, kegiatan industri yang memiliki kemampuan 

mengembangkan produk-produk fasilitas pendidikan. Kedua, kegiatan 

industri yang memiliki kemampuan pengembangan produk dan fasilitas 

pariwisata. Ketiga, industri yang menghasilkan produk-produk fasilitas 

pariwisata dan pendukungnya yang selaras dengan sejarah dan budaya 

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur 

budaya bangsa.  
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Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang 

Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis 

Kelamin di Kota Yogyakarta6  

 

 

 3. Aspek Kontribusi Industri  

Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi 

nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam 

peningkatan nilai tambah. Sektor dianggap mampu memberikan 

kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja 

dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam 

pembentukan daya saing daerah. Secara keseluruhan menurut lapangan 

usaha, kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto di 

Kota Yogyakarta adalah lapangan usaha informasi dan komunikasi, 

disusul dengan lapangan usaha industri pengolahan penyediaan 

makanan dan minuman sedangkan lapangan usaha jasa pendidikan 

menempati posisi ketiga.   

Berdasarkan data dibawah ini, sektor informasi dan komunikasi 

memiliki sumbangsih untuk pendapatan domestik regional bruto di Kota 

Yogyakarta sepanjang 2021 yaitu Rp.5,35 miliar. Dua sektor lain yang 

                                       
6  Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022.  
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juga menyumbang Produk Domestik Regional Bruto cukup tinggi 

sepanjang 2021 adalah sektor industri pengolahan sebesar 3,41 miliar 

dan dari penyediaan akomodasi serta makan dan minum sebesar 2,7 

miliar.  

Meskipun kontribusinya berada pada peringkat ke-2, sektor industri 

pengolahan memberikan peningkatan dari segi penyerapan dan nilai 

investasi. Investasi dan penyerapan tenaga kerja pada gilirannya akan 

mempengaruhi perkembangan dan akselerasi industri pada suatu 

daerah. Sehingga menjadi penting untuk memperhatikan dan meninjau 

kembali sejauh mana industri yang ada di Kota Yogyakarta memberikan 

kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan investasi. Sehingga 

kaitannya dengan RPIK Yogyakarta, penyerapan tenaga kerja lewat 

sektor industri seharusnya dapat dimaksimalkan dengan menciptakan 

inovasi dan pusat inkubasi guna mendukung kelangsungan dan 

kemajuan industri daerah. Tabel kontribusi lapangan usaha terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto di Kota Yogyakarta tersaji dibawah ini:  

Tabel 3.1. PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 

Kota Yogyakarta (miliar rupiah)7  

 

 

                                       
7  Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022.  



- 29 - 
 

 

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Yogyakarta Tahun 2018, jumlah industri kecil dan menengah tercatat 

6.222 unit dengan jumlah tenaga kerja 36.990 orang dan nilai investasi 

sebesar Rp. 2.382.250.000 Dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

jumlah usahanya mengalami peningkatan, begitu pula tenaga kerja dan 

nilai investasinya. Jumlah jenis industri kecil dan menengah yang paling 

banyak adalah industri pangan, diikuti di bawahnya adalah kerajinan, 

lalu kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronika dan yang 

terakhir sandang kulit. Namun jika dilihat dari nilai penyerapan tenaga 

kerja yang paling banyak adalah kerajinan dan jika dilihat dari aspek 

nilai investasi yang paling memberikan kontribusi adalah industri 

pangan. Data tersebut tersaji pada berikut:  

Tabel 3.2. Banyaknya Usaha , Tenaga Kerja dan Nilai Investasi 

Industri Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta8  

 

 

Salah satu nilai yang digunakan untuk tolak ukur yaitu Produk 

Domestik Regional Bruto. Produk Domestik Regional Bruto merupakan 

salah satu tolok ukur untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah 

                                       
8 Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Yogyakarta Dalam Angka 2018  

9 Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut 

Lapangan Usaha 2016-2020, hlm. 93. 
10  Ibid.  
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pada periode tertentu. Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto 

dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun 

penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun 

yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat 

pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari 

sisi penggunaan.  

Angka Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta atas dasar 

dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 35,768 triliun rupiah.9 

Akan tetapi, nilai Produk Domestik Regional Bruto ini mengalami 

penurunan sebesar 0,74 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 

yang mencapai 36,509 triliun rupiah.10 Berdasarkan harga konstan, 

angka Produk Domestik Regional Bruto juga mengalami penurunan, dari 

27,685 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 27,015 triliun rupiah 

pada tahun 2020.   

Berdasarkan data tersebut, perekonomian Kota Yogyakarta selama 

tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,42 persen.9 

Kontraksi pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha. 

Sektor industri di Kota Yogyakarta sendiri termasuk yang mengalami 

kontraksi.10   

Tabel 3.3. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita 

Kota Yogyakarta11    

 

 

Sedangkan untuk posisi neraca perdagangan ekspor impor Kota 

Yogyakarta selama periode 2016-2020, menunjukkan nilai negatif. Hal 

ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kota Yogyakarta 

                                       
 

 
11  Ibid.  
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cenderung dalam posisi defisit.12 Nilai ekspor lebih kecil dari impor 

menyebabkan adanya aliran devisa keluar. Dalam kurun waktu tahun 

2016-2020 posisi perdagangan barang dan jasa mengalami defisit di 

mana nilai impor lebih besar daripada ekspor yaitu minus 3.826.602,6 

juta rupiah (2016) dan pada tahun 2020 sebesar minus 4.100.567,4 juta 

rupiah.13 Sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung stabil dari 

tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 rasionya sebesar 0,82 kemudian 

berfluktuasi setiap tahunnya, dan pada 2020 sebesar 0,84. Selama 5 

tahun terakhir perkembangan nilai ekspor Kota Yogyakarta 

menunjukkan fluktuasi. Oleh karena itu, perlunya peningkatan nilai 

ekspor pada sektor industri didorong  oleh peningkatan produktivitas 

sektor industri sendiri yang akan berdampak pada penurunan harga 

produk. Besarnya pengeluaran untuk impor bahan baku diartikan 

bahwa ketergantungan sektor industri pada bahan baku dari luar negeri 

sangat tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi produksi pada sektor 

industri karena semakin besar biaya produksi suatu barang maka harga 

barang tersebut akan tinggi sehingga persaingan di pasar internasional 

juga akan semakin tinggi. Data tersebut tersaji dalam Tabel 3.4. 

dibawah ini:  

Tabel 3.4. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa  

 

 

4. Aspek Pertumbuhan Ekonomi 

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta mencapai -2,42%. 14 

Apabila kita lihat lebih detail di Kota Yogyakarta berdasarkan data BPS, 

komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 182.019 laki-laki 

                                       
12 Analisis Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut Penggunaan 2016 

2020, hlm. 49.  
13  Ibid.  
14 Ibid.  
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dan 191.570 perempuan. 15 Rasio pengangguran Kota Yogyakarta pada 

tahun 2020 mencapai 9.16. Dengan pembagian laki-laki 11.53 dan 

perempuan mencapai 6.42. 16 Melihat data diatas, dapat diketahui 

bahwa daerah Kota Yogyakarta memiliki beban yang relatif tinggi. 

Dengan banyaknya penduduk di kota dan jumlah lapangan pekerjaan 

yang terbatas maka dapat memicu banyaknya pengangguran di Kota 

Yogyakarta. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang paling 

menentukan dalam proses pembangunan di suatu wilayah. Semakin 

besar jumlah tenaga kerja, apabila disertai dengan keterampilan dan 

keahlian yang cukup memadai, akan semakin pesat pula perkembangan 

pembangunan di wilayah tersebut. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) Kota Yogyakarta tahun 2020 memiliki rasio 9.16 dari 

seluruh jumlah penduduk Kota Yogyakarta. Angka tersebut terbilang 

cukup tinggi jika dibandingkan kabupaten/kota di DIY. 

 

Tabel 4.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja DIY17 

 

                                       
15 Ibid.  
16 Ibid.  
17 Badan Pusat Statistik, 2021, Kota Yogyakarta Dalam Angka, BPS Kota Yogyakarta, hlm. 

387 
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Dengan banyaknya jumlah penduduk ini kota Yogyakarta memiliki 

potensi yang besar untuk berkembang menjadi kota industri. Ditambah 

lagi, pada tahun 2020-2024, Indonesia diproyeksikan berada di puncak 

periode bonus demografi atau mengalami jumlah penduduk usia 

produktif yang lebih besar. 18   Potensi ini dapat dioptimalkan 

pemerintah dengan cara meningkatkan kompetensi sumber daya 

manusia (SDM) di bidang industri. Dengan melihat potensi-potensi 

industri yang dapat dikembangkan di Yogyakarta maka jumlah 

penduduk ini akan dapat mendorong kemajuan industri di Yogyakarta. 

Namun manajemen industri yang baik sangat diperlukan. Program-

program inkubasi industri perlu dilakukan sehingga industri di 

Yogyakarta dapat meningkat. Peningkatan jumlah Industri yang diiringi 

dengan jumlah man-power yang cukup dapat mewujudkan kota dengan 

Industri yang tangguh. 

B. SUMBER DAYA INDUSTRI  

Secara umum, sumber daya industri meliputi: sumber daya manusia 

seperti tenaga kerja, sumber daya alam seperti bahan baku, energi, lembaga 

diklat dan litbang, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, 

pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, penyediaan 

sumber pembiayaan dan penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong 

bagi industri. Dalam klasifikasinya industri dibedakan atas industri besar, 

sedang, kecil dan rumah tangga. Dalam konteks Kota Yogyakarta jenis 

industri yang mengalami pertumbuhan tertinggi secara berturut-turut 

adalah: industri makanan yang mengalami pertumbuhan sebesar 10,21 

persen. Industri karet, barang dari karet, dan plastik tumbuh positif 

mencapai 7,96 persen. Industri pakaian jadi mengalami pertumbuhan 3,95 

persen serta industri mesin dan perlengkapan mampu tumbuh 0,82 

persen.19 Jumlah unit industri kecil di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi 

dengan kecenderungan negatif dengan pertumbuhan rata-ratanya yaitu 

sebesar -11,33% per tahun. Menurunnya jumlah industri di Kota 

Yogyakarta diakibatkan fenomena deindustrialisasi yang terjadi di seluruh 

wilayah Indonesia selain itu disebabkan Kota Yogyakarta merupakan 

kawasan perkotaan padat penduduk maka sangat sulit untuk mencari 

                                       
18 Media Indonesia, “Sektor Industri Diperkuat Agar Serap Bonus Demografi”, 

https://mediaindonesia.com/ekonomi/350879/sektor-industri-diperkuatagar-serap-

bonus-demograsi, diakses tanggal 12 November 2021. 
19 Badan Pusat Statistik, 2019, Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar  

       Dan Sedang (IBS) Dan Industri Mikro Kecil (IMK) Triwulan Iv Tahun 2019  
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ruang industri dan mudah menyebabkan terjadinya konflik ruang antara 

fungsi industri dengan perumahan.20 Terdapat berbagai faktor adanya 

deindustrialisasi diantaranya faktor produksi, kondisi permintaan pasar, 

industri terkait dan pendukung, strategi perusahaan, struktur persaingan, 

serta faktor penunjang lainnya seperti dukungan dan peran 

pemerintah.21Dalam konteks ini dapat dilihat bahwa kebijakan pemerintah 

dapat dilakukan dengan berbagai bentuk mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, dan bidang lainnya yang merupakan bentuk mitigasi adanya 

fenomena deindustrialisasi.  

Pertumbuhan industri kecil di Kota Yogyakarta pada tahun 2016-2020 

sebagai berikut  

Tabel B.1. Pertumbuhan Industri Kecil Kota Yogyakarta22  

 

Lebih lanjut berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota 

Yogyakarta terdapat total 247.092 penduduk sebagai Angkatan kerja dan 

224.468 bekerja. Dari total penduduk yang bekerja tersebut, jumlah industri 

kecil telah mampu menyerap 27.479 tenaga kerja dengan nilai investasi 

sebesar 125,2 milyar rupiah. Dari data di atas dapat dicermati signifikansi 

adanya perindustrian dalam hal adanya penyerapan tenaga kerja dan nilai 

investasi yang didapatkan. Dalam hal ini analisis serupa juga dapat 

dilakukan pada sektor industri menengah.  

Pada aspek Lembaga Penelitian dan Pengembangan Dalam rangka 

mendukung pengembangan IKM, Pemerintah Kota Yogyakarta bersama 

dengan lembaga pendidikan dan pelatihan memberikan pendampingan 

untuk IKM, antara lain: 

1. Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) adalah unit pelaksana teknis di 

lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan 

Industri (BPPI). BBKB memberikan layanan kepada industri dan 

masyarakat berupa: 

a) Layanan Pengujian; 

                                       
20 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020  
21   D. Jolly, 2001, Management of Research and Development Portofolio, Modul Pelatihan 

Manajemen Teknologi, Pusat Pengkajian Teknologi Pengembangan Wilayah BPPT, hlm. 

1-13.  
22 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021.  
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b) Layanan Kalibrasi; 

c) Layanan Labelisasi Batik Mark; 

d) Layanan Sertifikasi Produk; 

e) Layanan Kunjungan Wisata Teknologi; 

f) Layanan Penelitian dan Magang; 

g) Layanan Kerjasama Perekayasaan; 

h) Layanan Pelatihan dan Teknis Kerajinan dan Batik; dan 

i) Layanan Permintaan Narasumber atau Juri. 

2. Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) adalah unit pelaksana 

teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian. BBKKP memberikan 

pelayanan jasa meliputi: 

a) Jasa Riset: bahan baku atau bahan pembantu proses atau produk 

kulit, karet dan plastik termasuk teknologi bersih dan penanganan 

limbah 

b) Jasa Teknis: proses penyamakan kulit sampai dengan finishing, 

pengolahan limbah, proses karet dan plastik, proses alas kaki dan 

acuan, rekayasa produk, proses barang kulit dan garmen 

c) Pengujian: komoditi kulit, karet, plastik, sepatu, lingkungan  

d) Jasa Sertifikasi: Sertifikasi Sistem Mutu ISO 000, Sertifikasi Produk, 

Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan 

e) Konsultansi: Set-up Dokumen ISO 900-0, ISO 14000, SNI 1917025, 

Amdal, Rancang bangun, teknologi proses 

f) Standardisasi: penyusunan RSNI, penerapan SNI 

g) Pelatihan teknologi sepatu atau alas kaki, penyamakan kulit, 

finishing, barang kulit dan garmen, teknologi karet dan plastik 

h) Perekayasaan: teknologi tepat guna proses kulit, karet dan plastik. 

3. Balai Diklat Industri adalah unit pelaksana teknis di lingkungan 

Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian 

Perindustrian RI. Balai tersebut bertugas memberikan pelayanan 

pelatihan industri. 

 

 Pada apsek selanjutnya sejak tahun 2009 hingga 2015 penyerapan 

terbesar dari kredit usaha mikro, kecil, dan menengah yang diberikan bank 

umum di Kota Yogyakarta berasal dari sektor perdagangan, hotel, dan 

restoran. Angka pada tahun 2015 menunjukkan besaran mencapai 4.324 

milyar rupiah atau sekitar 57 persen. Sektor ekonomi yang menempati urutan 

kedua dalam penyerapan besaran kredit bank umum dan BPR adalah sektor 
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keuangan, sewa dan jasa perusahaan yaitu mencapai 855 milyar rupiah atau 

berkisar 13 persen dari keseluruhan kredit mikro di Yogyakarta. Sedangkan 

sektor jasa mampu menyerap kredit mencapai 848 milyar rupiah atau berkisar 

12 persen dari total kredit mikro, kecil dan menengah. Sektor Industri 

Pengolahan dengan besaran angka kredit mencapai 565 milyar rupiah 

menempati urutan berikutnya yaitu berkisar 8 persen dari total kredit.  

 

 

Gambar 2. Proporsi Kredit Mikro, Kecil, dan Menengah 

2009-201523 

 

  
Sedangkan pada tahun 2017-2020 posisi kredit usaha mikro, kecil, dan 

menengah yang diberikan bank umum pada sektor ekonomi tertinggi diberikan 

kepada sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor 

dengan rata-rata pinjaman sebesar 2.20.960,5 juta rupiah. Sektor tertinggi 

kedua yaitu sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan rincian 

pada tahun 2017 sebesar 657.598 juta rupiah, tahun 2018 sebesar 554.698 

juta rupiah, pada tahun 2019 sebesar 700.595 juta rupiah, dan pada tahun 

2020 sebesar 718.305 juta rupiah. Lebih lanjut untuk sektor industri sendiri 

menempati urutan ketiga yang terbagi menjadi pada tahun 2017 sebesar 

297.168 juta rupiah, pada tahun 2018 sebesar 370.374 juta rupiah, pada 

tahun 2019 sebesar 386.356 juta rupiah, dan pada tahun 2020 sebesar 

                                       
23 Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, Proporsi Kredit, Mikro, Kecil, dan Menengah 

2009-2015.  
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450.793 juta rupiah. Sehingga rata-rata pinjaman yang diberikan oleh bank 

umum untuk kegiatan usaha industri dari tahun 2017-2020 sebesar 

376.177,75 juta rupiah. Konstruksi demikian mengindikasikan bahwa 

semakin banyak industri di wilayah Kota Yogyakarta dinilai layak untuk dapat 

mengajukan kredit kepada bank sebagai modal dalam melakukan kegiatan 

usahanya. Secara lebih rinci pinjaman kredit sektor ekonomi digambarkan 

pada tabel berikut : 

 

Tabel B.2. Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

yang diberikan Bank Umum menurut Sektor Ekonomi di Kota 

Yogyakarta (juta Rupiah),24 

 

  

Gambar 3. Persentase Kredit Sektor Ekonomi Kota Yogyakarta25  

 

                                       
24 Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta dalam Angka Tahun 2021, hlm. 

311.  
25 Diolah Peneliti berdasarkan data Kota Yogyakarta dalam Angka Tahun 2021.  
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Dari data di atas dapat dilihat jumlah kredit sebagaimana dalam tabel 

sebelumnya selalu meningkat namun persentase total pinjaman yang 

diberikan bank untuk kegiatan industri pengolahan dari tahun 2017-2020 

masih tergolong kecil dibandingkan sektor perdagangan besar dan eceran 

dan reparasi mobil dan motor. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

jika terdapat peningkatan kapasitas industri eksisting dan pertumbuhan 

industri baru perlu untuk memberikan dukungan agar pelaku industri 

dapat dikatakan „bankable‟ dalam memperoleh akses kredit guna 

mendukung kegiatan industrinya.  

C. SARANA DAN PRASARANA  

Pembangunan industri di Kota Yogyakarta yang ditujukan untuk 

mendukung pendidikan, pariwisata, dan kebudayaan diarahkan untuk 

menjawab tantangan globalisasi ekonomi serta mampu mengantisipasi 

perubahan lingkungan yang cepat, sehingga fokus dari strategi pembangunan 

industri di masa depan adalah membangun daya saing industri yang 

berkelanjutan di tingkat lokal dan regional. Untuk membangun daya saing 

yang berkelanjutan tersebut dengan upaya pemanfaatan seluruh potensi 

sumber daya yang dimiliki serta kemampuan untuk memanfaatkan peluang-

peluang yang ada di tingkat lokal maupun regional harus dilakukan secara 

optimal. Esensi daya saing yang berkelanjutan tersebut terletak pada upaya 

menggerakkan dan mengorganisasikan seluruh potensi sumber daya produktif 

untuk menghasilkan produk inovatif yang lebih murah, lebih baik dan lebih 

mudah didapat dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan permintaan pasar. 

Perkembangan industri tentunya tidak terlepas dari fasilitas sarana prasarana 

yang dimiliki di kota tersebut. Sarana dan prasarana tersebut dapat meliputi 

ketersediaan air, kelistrikan dan fasilitas fasilitas lain maupun aspek lainnya. 

Pada pembahasan ini akan dianalisis kondisi sarana dan prasarana guna 

memetakan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan 

perindustrian. 

 

1. Kelistrikan  

Kebutuhan listrik diperlukan untuk penerangan dan penggerak 

berbagai peralatan elektronik guna mempermudah kehidupan 

manusia. Pasokan utama listrik selama ini disuplai oleh PT 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan wilayah operasional Kota 

Yogyakarta yang cenderung meningkat. Pada 2013 meningkat menjadi 
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913.570.977 KWh, pada tahun 2014 meningkat menjadi  962.698.677 

KWh, pada tahun 2015 meningkat menjadi 994.647.197 KWh, pada 

tahun 2016 meningkat menjadi 1.904.872.778 KWh, pada tahun 2017 

menurun menjadi 1.094.712.994 KWh, pada tahun 2018 meningkat 

sebesar 1.134.212.606 KWh, pada tahun 2019 meningkat menjadi 

1.182.756.818, dan pada 2020 menurun menjadi 1.057.979.600. dan 

terjadi penurunan kembali pada tahun 2021 menjadi 1.056.546.446. 

Secara lebih rinci terkait prasarana kelistrikan dapat dilihat pada 

tabel berikut.  

 

Tabel C.1. Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik PT. 

PLN (Persero) pada Unit Layanan Pelanggan PLN di Kota 

Yogyakarta26  

 
 

 

Jumlah pelanggan PLN untuk bisnis industri relatif 

meningkat setiap tahunnya, terjadi penurunan pada tahun 

2019 dan meningkat kembali pada tahun 2020. 

                                       
26 Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta dalam Angka tahun 2022 
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Tabel C.2. Jumlah Pelanggan menurut Jenis Pelanggan di Unit 

Pelayanan Pelanggan Kota Yogyakarta 27

 

 

Ketersediaan pasokan listrik bagi sektor industri merupakan hal 

yang sangat substansial. Menurut Kementerian Perindustrian bahwa 

salah satu sumber energi utama bagi sektor industri adalah listrik 

sehingga ketersediaannya harus terus berlanjut, terjangkau, dan 

cukup.28 Dalam konteks ini mari dibandingkan dengan jumlah listrik 

terjual untuk sektor industri berdasarkan tabel dibawah ini:  

 

 

 

                                       
27 Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta dalam Angka tahun 2022 
28 Ipak Ayu, “Menperin: Ketersediaan Listrik Jadi Penentu Daya Saing Industri” 

https://ekonomi.bisnis.com/read/20201104/257/1313599/menperinketersediaan-
listrik-jadi-penentu-daya-saing-industri, diakses pada 1 November 2021.  



- 41 - 
 

 

Tabel C.3. Data Listrik Terjual untuk Kebutuhan Industri29  

Tahun  Listrik Terjual (KWh)  

2016  33.288.810  

2017  37.551.835  

2018  33.568.943  

2019  31.406.103  

2020  29.387.803  

2021  27.168.913  

Berdasarkan data listrik terjual untuk kegiatan industri tahun 

2016-2021 mengalami fluktuasi cenderung menurun. Jika dihitung 

rata-rata penjualan listrik dari tahun 2016-2021 sebesar 

32.062.067 KWh. Sehingga acuan tersebut dapat digunakan oleh 

stakeholder terkait guna jaminan ketersediaan listrik bagi kegiatan 

industri di Kota Yogyakarta.  

 

2. Air Minum  

Air minum merupakan salah satu prasarana yang dibutuhkan 

dalam kegiatan perindustrian. Dalam hal ini sebagai salah satu 

kebutuhan pokok tenaga kerja dalam suatu kegiatan usaha industri 

berdasarkan data dari PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, produksi 

air minum pada tahun 2021 mencapai 15.818.763 m2. Volume air 

yang terjual hanya 6.612.153 m2 atau 41,80 persen dari total 

produksi dan menurun 5,09 persen dari tahun sebelumnya. 

Jumlah pelanggan pada tahun 2021 tercatat 31.931 pelanggan 

menurun 1,33 persen dari tahun sebelumnya. Sebagian besar 

pelanggan adalah kelompok pelanggan non niaga yang terdiri dari 

rumah tangga dan instansi pemerintah. Kelompok pelanggan non 

niaga berjumlah 29.533 pelanggan atau 92,49 persen dari total 

pelanggan, dengan rincian 28.474 pelanggan rumah tangga dan 

1.059 instansi pemerintah. Dalam hal ini data pelanggan PDAM dan 

air terjual di Kota Yogyakarta sebagaimana diatas dijelaskan dalam 

gambar berikut.  

                                       
29 Diolah Penulis, 2021.  
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Gambar 4. Jumlah Pelanggan PDAM dan Air Terjual di Kota 

Yogyakarta 30  

Pada tahun 2020 jumlah total produksi air minum dan air yang 

terjual mencapai 15.815.763 m3 dengan total yang terjual sebesar 

6.612.153 m3. Jumlah produksi ini mengalami peningkatan 

daripada tahun sebelumnya namun jumlah terjual sebaliknya 

mengalami penurunan. Secara lebih rinci dapat dicermati dalam 

tabel berikut: 

Tabel C.5. Produksi Air Minum dan Air yang Dijual Setiap Bulan 

di Kota Yogyakarta31

 

                                       
30 Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta dalam Angka tahun 2022  
31 Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2022.  
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Banyaknya pengguna air minum untuk sektor industri dari 

tahun 2015-2021 cenderung kecil dengan jumlah sebagai berikut : 

 

Tabel C.6. Jumlah Industri Pelanggan Air Minum32  

 

 

 
Tahun 

 

Jumlah Industri Pelanggan  

Air Minum 

2015  8  

2016  8  

2017  8  

2018  8  

2019  11  

2020  11  

Dapat dilihat bahwa jumlah industri yang menjadi pelanggan air minum 

di Kota Yogyakarta pada tahun 2015-2020 masih cenderung sedikit. Sebagai 

perbandingan dengan pelanggan non niaga yang meliputi rumah tangga dan 

instansi pemerintahan yang mencapai 29.960 pelanggan dan sektor sosial 641 

pelanggan pada tahun 2020.33 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pelanggan air minum dari sektor industri masih sedikit dan menggunakan 

sumber lain seperti air sumur dan sebagainya. Kendati demikian aksesibilitas 

terhadap ketersediaan air minum untuk kegiatan industri juga perlu 

diantisipasi dalam hal terdapat pertumbuhan industri baru ataupun 

perkembangan industri eksisting.  

 

3. Kawasan Peruntukan Industri berupa Sentra Industri Kecil dan 

Menengah 

Dalam rangka mendorong perkembangan industri maka pemerintah 

daerah Kota Yogyakarta mengembangkan lokasi berupa Kawasan Peruntukan 

Industri berupa sentra industri kecil dan menengah. Kawasan Peruntukan 

Industri sendiri didefinisikan sebagai bentangan lahan yang diperuntukkan 

bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata 

                                       
32 Diolah Peneliti berdasarkan Kota Yogyakarta dalam Angka tahun 2016, 2017, 2018, 

2019, 2020, dan 2021.  
33 Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta dalam Angka tahun 2021.  
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guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan.34 Adapun Kawasan Peruntukan Industri ditetapkan dengan kriteria 

berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri, tidak 

mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan/atau tidak mengubah 

lahan produktif.35 Dalam hal ini industri kecil dan menengah dapat 

menggunakan Kawasan Peruntukan industri tersebut untuk menjalankan 

kegiatan usaha industrinya.  

Konstruksi demikian timbul karena industri kecil dan industri 

menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup 

yang berdampak luas dikecualikan untuk wajib berada pada Kawasan 

Industri. Industri yang dikecualikan tersebut wajib berlokasi di Kawasan 

Peruntukan Industri, kecuali untuk industri kecil juga dapat tidak berada di 

Kawasan Peruntukan Industri.36 Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 terdapat seluas 5.589,79 

hektar Kawasan Peruntukan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih 

lanjut berdasarkan dokumen a quo dalam konteks Kota Yogyakarta, Kawasan 

Peruntukan Industrinya berupa sentra industri kecil dan menengah yang 

tersebar di Kemantren Kotagede, Kemantren Umbulharjo, Kemantren 

Wirobrajan, Kemantren Tegalrejo, Kemantren Mergangsan, Kemantren 

Ngampilan, Kemantren Mantrijeron, Kemantren Kraton, Kemantren 

Gondokusuman.  

Kendatipun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta 2021-

2041 menghapus kawasan peruntukan industri hal ini tidak dapat teratasi 

dengan ketentuan yuridis yang ada. konstruksi Pasal 66 PP 5/2021 yang 

menyatakan bahwa kawasan peruntukan industri tersebut sesuai dengan 

RTRW nasional, RTRW Provinsi, atau RTRW Kabupaten/Kota. Berdasarkan 

konstruksi pasal a quo dapat dicermati bahwa kesesuaian kawasan 

peruntukan industri dengan RTRW tersebut bersifat alternatif yang 

berkonsekuensi dapat memenuhi salah satunya saja. Dalam konteks ini RTRW 

Provinsi DIY secara tegas menyatakan bahwa terdapat kawasan peruntukan 

industri berupa sentra IKM di wilayah Kota Yogyakarta, sehingga dasar 

                                       
34 Penjelasan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja.  

35 Pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 
Tahun 2017.  

36 Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perindustrian 

sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja  
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tersebut dapat digunakan sebagai konstruksi lokasi pembangunan industri 

yang digunakan.  

4. Sanitasi  

Berdasarkan acuan dalam RPIP Kota Yogyakarta Tahun 2019-2039 Kota 

Yogyakarta telah membangun 4 IPAL yang terletak di Kemantren Mergangsan, 

Kemantren Gondokusuman, dan Kemantren Umbulharjo. Pembangunan 

sarana air limbah dilakukan dengan menambah sambungan rumah dan 

saluran pembawa yang terintegrasi menuju IPAL Sewon Balai Pengelolaan 

Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan. Pada pengelolaan sampah 

berdasarkan dokumen tersebut juga telah ditampilkan tiga program utama 

yaitu pembersihan sampah, pengangkutan sampah, dan pengelolaan sampah 

mandiri. Ketersediaan sanitasi yang cukup menjadi prasarana pendukung 

pembangunan industri di Kota Yogyakarta.  

 

5. Konstruksi  

Konstruksi merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam 

pembangunan industri seperti dalam hal melakukan pembangunan bangunan 

gedung, fasilitas industri, dan sebagainya. Perusahaan penyedia jasa 

konstruksi di Kota Yogyakarta di tahun 2016 berjumlah 701 perusahaan, naik 

sebesar 16,25 persen dari tahun sebelumnya. Adapun Grafik persebaran jasa 

konstruksi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:  

 
Gambar 5. Data Penyedia Jasa Konstruksi tahun 201637  

Lebih lanjut pada tahun 2019 jumlah perusahaan konstruksi di 

Kota Yogyakarta mengalami penurunan dengan jumlah sebesar 595 

perusahaan sebagai berikut.  

                                       
37 Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta dalam Angka tahun 2017.  
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Tabel C.7. Banyaknya Usaha/Perusahaan Konstruksi Menurut 

Kabupaten/Kota dan Skala Usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 201938  

 

Berdasarkan data di atas terdapat tren penurunan perusahaan 

penyedia jasa konstruksi di Kota Yogyakarta. Namun, perlu diketengahkan 

pada aspek terpenting adalah sektor konstruksi ini sendiri dapat diakses 

dengan mudah dalam hal pengembangan industri. Dalam konteks ini jelas 

membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatannya 

yang tentunya dapat dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi sebagai 

komponen utama maupun alternatif lainnya.  

Berdasarkan hal-hal di atas dapat disimpulkan kondisi pada status quo 

sejatinya telah mampu mengakomodir kebutuhan kegiatan usaha industri 

baik di bidang kelistrikan, air minum, maupun konstruksi. Kesimpulan ini 

diambil dengan melihat rata-rata ketersediaan dan penggunaan oleh kegiatan 

usaha industri pada tahun-tahun sebelumnya berdasarkan data yang 

tersedia.  

Dalam konteks ini stakeholder terkait kedepannya perlu untuk 

memetakan dan menjamin ketersediaan sektor di atas guna peningkatan dan 

pertumbuhan industri baik industri eksisting ataupun industri baru.  

                                       
38 Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta dalam Angka tahun 2020.  
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6. Jalan  

 Berdasarkan Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta, kedudukan Kota 

Yogyakarta berdasarkan lokasi berada di tengah-tengah Provinsi Jawa 

Tengah maupun di Provinsi D.I. Yogyakarta. Sehingga tersedianya 

prasarana/infrastruktur yang memadai menjadi salah satu modal dasar 

untuk meningkatkan kegiatan masyarakat suatu daerah, baik untuk 

kegiatan yang sifatnya sosial maupun kegiatan perekonomian. Salah satu 

prasarana/infrastruktur yang pokok adalah jalan. Hal ini bertujuan untuk 

memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar perdagangan antar 

daerah. Sistem jaringan jalan di Kota Yogyakarta meliputi jalan arteri, jalan 

kolektor, jalan lokal, jalan lingkungan, terminal penumpang, dan terminal 

barang. Tabel berikut berisi deskripsi jalan arteri yang ada di Kota 

Yogyakarta:   

 

Tabel C.8. Jalan Arteri Kota Yogyakarta39  

Jalan arteri primer  Jalan arteri sekunder  

Sebagian ruas jalan lingkar 

(Ring  

Road)  Selatan di  Kemantren 

Umbulharjo  

Jalan Magelang; Jalan Kyai Mojo; Jalan 
H.O.S Cokroaminoto; sebagian ruas Jalan 

R.E. Martadinata; Jalan Bugisan; Jalan 
Sugeng Jeroni; Jalan Bantul; Jalan 
Imogiri; Jalan Pramuka; sebagian ruas 

Jalan Gambiran; Jalan Perintis 
Kemerdekaan; Jalan Ngeksigondo; dan 
Jalan Gedong Kuning;  

 

Panjang jalan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta pada tahun 2021 

mencapai 233,23 km. Panjang jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan 

dari 102,88 km menjadi 101,53 km. Jalan dengan kondisi rusak mengalami 

kenaikan dari sepanjang 41,17 km menjadi 51,68 km. Sedangkan di Kota 

Yogyakarta sendiri tidak memiliki jalan yang mengalami rusak berat.. Dalam 

konteks pembangunan industri suatu daerah, jalan dalam kondisi baik sangat 

dibutuhkan untuk memperlancar mobilitas dalam rangka melakukan jual beli 

barang dan/atau jasa. Hal in dikarenakan mobilitas menjadi hal fundamental 

dan penting bagi kegiatan perekonomian dimana kinerja transportasi akan 

mempengaruhi sektor produksi. Sehingga untuk mencapai pembangunan 

                                       
39 Diolah Penulis dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RTRW Kota 

Yogyakarta.  
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industri Kota Yogyakarta infrastruktur berupa jalan sangat dibutuhkan dalam 

menopang mobilitas.   

Tabel C.9. Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan Tahun 

2018-202140 

 

 

 

7. Jaringan Telekomunikasi 

Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi 

dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Penyiaran 

Radio mencakup penyiaran sinyal suara melalui studio penyiaran radio dan 

fasilitas untuk transmisi program yang berhubungan dengan masyarakat, 

termasuk mengumpulkan dan menyalurkan program melalui kabel atau 

satelit, internet (stasiun radio internet), termasuk penyiaran data yang 

terintegrasi dengan penyiaran radio. 

 

 

                                       
40 Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022 
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Tabel C.10. Banyaknya Radio Swasta Niaga menurut 

Kemantren di Kota Yogyakarta, 2021 41  

 

 

 

8. Jaringan Transportasi   

  Jaringan transportasi diperlukan dalam melakukan mobilisasi dari satu 

tempat ke tempat lain di Kota Yogyakarta. Pengembangan sistem jaringan 

transportasi darat ditetapkan untuk  menghubungkan antar pusat kegiatan 

primer/sekunder dan di Kota Yogyakarta dan wilayah sekitarnya. Sistem 

jaringan transportasi darat ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan 

mobilitas melalui pengembangan sistem jaringan jalan; sistem lalu lintas dan 

angkutan jalan. 

 

 

                                       
41 Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022  



- 50 - 
 

 

Tabel C.11. Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta, 

2017-202142 

  

 

D. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 

IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional, hal ini 

dapat dilihat dari banyaknya jumlah unit usaha dan ragam produk yang 

sangat banyak yang mampu mengisi wilayah pasar yang luas serta memiliki 

ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi oleh karenanya tumbuh dan 

berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam 

mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh, maju dan bercirikan 

kerakyatan. 

Untuk mendukung pengembangan IKM dilakukan penguatan 

kelembagaan sentra melalui penguatan sentra IKM, revitalisasi dan 

pembangunan unit pelayanan teknis (UPT), penyediaan tenaga penyuluh 

lapangan dan penyediaan konsultan industri kecil dan industri menengah. 

Pemberian fasilitas bagi IKM berupa peningkatan kompetensi SDM, pemberian 

bantuan dan bimbingan teknis, pemberian bantuan serta fasilitasi bahan baku 

dan bahan penolong, pemberian bantuan mesin atau peralatan, 

pengembangan produk, pemberian bantuan pencegahan pencemaran 

lingkungan hidup, pemberian bantuan informasi pasar, promosi dan 

                                       
42 Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022 
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pemasaran, fasilitasi akses pembiayaan, fasilitasi kemitraan antara industri 

kecil, menengah dan besar, fasilitasi hak kekayaan intelektual serta fasilitasi 

penerapan standar mutu produk bagi IKM. 

Strategi pengembangan IKM dilakukan melalui pemanfaatan potensi 

bahan baku/bahan penolong, strategi melalui penyerapan tenaga kerja karena 

dibalik keterbatasan IKM dalam permodalan IKM memiliki potensi penyerapan 

tenaga kerja, melalui dukungan sederhana pada sentra IKM pengembangan 

IKM relatif mudah dilakukan untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas 

disertai dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja IKM secara langsung 

baik aspek manajerial maupun teknis. 

Strategi pengembangan IKM juga dilakukan melalui pemanfaatan 

teknologi, inovasi dan kreativitas karena berbagai teknologi sederhana terbukti 

mampu memberikan manfaat dan menghasilkan produk yang berkualitas 

dengan biaya yang relatif rendah sehingga dapat memperluas pasarnya.  

Dalam rangka meningkatkan daya saing industri Kota Yogyakarta dan 

untuk kesinambungan pemberdayaan ekonomi di sektor industri kecil, maka 

diperlukan pengembangan sentra industri. Berdasarkan hal tersebut, 

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengeluarkan Keputusan Walikota 

Yogyakarta Nomor 344 Tahun 2021 tentang Penetapan Sentra Industri Kecil di 

Kota Yogyakarta. Berikut daftar rincian sentra industri kecil di Kota 

Yogyakarta:  

 

Tabel  D.1. Persebaran Sentra Industri Berdasarkan Kelurahan  

 

NO

. 
SENTRA INDUSTRI 

KELOMPOK 

CABANG INDUSTRI 
KELURAHAN 

1.  Tahu Dukuh  Makanan  Gedongkiwo  

2.  Bakpia Pathok  Makanan  Ngampilan  

3.  Gudeg Panembahan  Makanan  Panembahan  

4.  Abon Nabati Mrican  Makanan  Giwangan  

5.  Tahu Sudagaran  Makanan  Tegalrejo  

6.   Tahu Wirobrajan  Makanan  Wirobrajan  

7.  Tempe Sidikan  Makanan  Pandeyan  

8.  Kacang Bawang Suryatmajan  Makanan  Suryatmajan  

9.  Snack Jajanan Pasar 

Wirobrajan  

Makanan  Suryatmajan  

10.  Snack Jajanan Pasar 

Prawirodirjan 

Makanan  Prawirodirjan  
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NO

. 
SENTRA INDUSTRI 

KELOMPOK 

CABANG INDUSTRI 
KELURAHAN 

11.  Snack Jajanan Pasar 

Karangwaru  

Makanan  Karangwaru  

12.  Jumputan Tahunan  Tekstil  Tahunan  

13.  Ecoprint Ngampilan  Tekstil  Ngampilan  

14.  Rajut Ngampilan  Tekstil  Ngampilan  

15.  Batik Gunungketur  Tekstil  Gunungketur  

16.  Rajut Sejahtera Kotabaru  Tekstil  Kotabaru  

17.  Sentra Batik dan Kaos Lukis 

Tamansari  

Tekstil  Patehan  

18.  Jumputan dan  Sibori 

Suryatmajan  

Tekstil  Kotabaru  

19.  Konveksi Purbayan  Tekstil  Purbayan  

20. Jumputan Cokrodiningratan Tekstil Cokrodiningrata

n 

21.   Tas Batik Wirobrajan  Pakaian jadi  Wirobrajan  

22.  Blangkon Patangpuluhan  Pakaian jadi  Patangpuluhan  

23. Kulit Alas Kaki Keparakan Kerajinan Kulit Keparakan 

24.  Kulit Patangpuluhan  Kerajinan Kulit  Patangpuluhan  

25. Jamu Tradisional Kricak Farmasi, Produk obat 

kimia dan Obat 

Tradisional 

Kricak 

26. Jamu Tradisional 

Rejowinangun 

Farmasi, Produk obat 

kimia dan Obat 

Tradisional 

Rejowinangun 

27. Aluminium Sorosutan Barang Logam, Bukan 

Mesin dan Peralatannya 

Sorosutan 

28.  Perak Purbayan  Kerajinan  Purbayan  

29. Kerajinan Tas Sutodirjan Kerajinan Pringgokusuma

n 

30.  Kerajinan Gondokusuman  Kerajinan dan Umum  Kemantren  

Gondokusuman  

  

Tabel D.2. Persebaran Sentra Industri Berdasarkan Kemantren 

NO

. 

KEMANTREN KELOMPOK 

CABANG INDUSTRI 

SENTRA INDUSTRI 

1. Tegalrejo Makanan  Tahu Sudagaran 

  Makanan  Snack Jajanan Pasar 

Karangwaru 

  Farmasi, Produk obat 

kimia dan Obat Tradisional  

Jamu Tradisional Kricak  
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NO

. 

KEMANTREN KELOMPOK 

CABANG INDUSTRI 

SENTRA INDUSTRI 

2. Jetis Tekstil Jumputan  

Cokrodiningratan  

3. Gondokusuman  Tekstil  Rajut Sejahtera Kotabaru  

  Kerajinan dan  

Umum 

Kerajinan  

Gondokusuman 

4. Danurejan Makanan  Kacang Bawang 

Suryatmajan 

  Tekstil Jumputan dan  Sibori 

Suryatmajan 

5. Gedongtengen Kerajinan  Kerajinan Tas Sutodirjan 

6. Ngampilan Makanan  Bakpia Pathok 

  Tekstil  Ecoprint Ngampilan 

  Tekstil Rajut Ngampilan 

7. Wirobrajan  Makanan  Tahu Wirobrajan  

  Makanan Snack Jajanan Pasar 

Wirobrajan 

  Pakaian jadi  Tas Batik Wirobrajan  

  Pakaian jadi  Blangkon  

Patangpuluhan  

  Kerajinan Kulit  Kulit Patangpuluhan  

8. Mantrijeron Makanan  Tahu Dukuh  

9. Kraton Makanan  Gudeg Panembahan 

  Tekstil  Sentra Batik dan Kaos 

Lukis Tamansari  

10. Gondomanan Makanan Snack Jajanan Pasar 

Prawirodirjan  

11. Pakualaman  Tekstil  Batik Gunungketur  

12. Mergangsan Kerajinan Kulit  Kulit Alas Kaki Keparakan 

13. Umbulharjo  Makanan  Abon Nabati Mrican 

  Makanan Tempe Sidikan 

  Tekstil  Jumputan Tahunan 

  Barang Logam,  

Bukan Mesin dan 

Peralatannya 

Aluminium Sorosutan 

14. Kotagede  Tekstil Konveksi Purbayan  

  Farmasi, Produk obat 

kimia dan Obat Tradisional 

Jamu Tradisional 

Rejowinangun 

  Kerajinan Perak Purbayan 

 

Logam menjadi industri yang berkembang cukup pesat bahkan telah 

menjadi industri unggulan di Kota Yogyakarta. Perkembangan industri logam 
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tidak terlepas dari peran Unit Pelayanan Teknis (UPT) Logam Kota Yogyakarta 

yang telah resmi beroperasi pada tahun 2009. Pemerintah Kota Yogyakarta 

memiliki Unit Pelayanan Teknis (UPT) Logam di bawah Dinas Perindustrian 

Koperasi UKM Kota Yogyakarta yang mempunyai fungsi pelayanan pembinaan 

dan fasilitasi industri logam. Dan tugas UPT Logam adalah : 

a. melaksanakan pembinaan teknis di bidang industri logam; 

b. melaksanakan fasilitasi di bidang industri logam; 

c. melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan pihak lain berkaitan dengan 

industri manufaktur; dan 

d. melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan pihak lain berkaitan dengan 

peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan 

industri manufaktur. 

 

Dalam mendukung pemberdayaan industri kecil dan menengah Kota 

Yogyakarta dalam pemasaran dengan melalui : 

1. Pameran sesuai event, yang mana pameran tersebut diikuti sesuai dengan 

event yang ada baik di Kota Yogyakarta maupun luar Kota Yogyakarta. 

2. Meningkatkan promosi melalui kemitraan antar pelaku usaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 55 - 
 

 

BAB III  

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN 

SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH 

 

A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH   

Visi Pembangunan Daerah berdasar Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 

Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 adalah “Kota Yogyakarta sebagai Kota 

Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan 

Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”. Visi ini selaras dengan Visi 

Pembangunan DIY yaitu “Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 sebagai 

Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia 

Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.   

Keterpaduan visi pembangunan ini diharapkan akan mewujudkan 

keinginan dan amanat masyarakat Kota Yogyakarta dengan tetap mengacu 

dan sejalan dengan pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam 

Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 dan dokumen perencanaan pembangunan 

tingkat nasional. Terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam visi 

pembangunan Kota Yogyakarta. 

 

Pertama, yang dimaksud dengan “Kota Pendidikan Berkualitas” adalah:  

1. Penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta harus memiliki standar 

kualitas yang tinggi dan terkemuka di kancah nasional maupun 

regional;  

2. Memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan 

pengembangan ilmu dan teknologi; 

3. Mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensi  

(Intelligensia Quotient), emosional (Emotional Quotient), dan spiritual 

(Spiritual Quotient); 

4. Dikembangkan dengan dukungan sistem kebijakan pendidikan yang 

unggul; 

5. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai; 

6. Menciptakan atmosfer pendidikan yang kondusif. 
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Kedua, yang dimaksud “Pariwisata Berbasis Budaya” yaitu:  

1. Kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta dikembangkan dengan dasar dan 

berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya 

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur 

budaya bangsa;  

2. Menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerjasama wisata dengan 

pihak lain; 

3. Menjadikan daerah tujuan wisata terkemuka di kancah nasional 

maupun regional; 

4. Peningkatan kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan menciptakan 

inovasi-inovasi yang tetap berlandaskan pada wisata budaya, wisata 

bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konvensi dan wisata 

belanja; 

5. Mempertahankan dan mengembangkan norma-norma religius/agama di 

dalam kehidupan masyarakat. 

 

Ketiga, yang dimaksud “Pusat Pelayanan Jasa” yaitu:  

1. Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa 

penunjang pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, 

keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi harus dibangun 

lebih maju dan mampu mandiri;   

2. Memberikan kontribusi dan dominasi yang lebih besar dari daerah lain 

di wilayah Jawa bagian selatan;   

3. Peningkatan kegiatan pelayanan jasa dilakukan dengan memperkuat 

perekonomian kota pada sektor andalan menuju keunggulan kompetitif;   

4. Membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan, 

dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan industri kecil dan 

menengah.  

 

Keempat, yang dimaksud “Berwawasan Lingkungan” yaitu:  

1. Upaya sadar, terencana dan berkelanjutan;  

2. Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, 

sosial, budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan; dan  

3. Menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa 

kini dan generasi masa depan.  
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Visi pembangunan di atas dapat diwujudkan melalui misi pembangunan 

Kota Yogyakarta sebagai berikut:  

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai kota Pendidikan 

dengan mengupayakan partisipasi seluruh komponen masyarakat, 

pemerintah daerah dan swasta agar penyelenggaraan pendidikan di Kota 

Yogyakarta mempunyai standar kualitas yang tinggi dan terkemuka di 

kancah nasional maupun regional, mempunyai keunggulan kompetitif 

yang berdaya saing tinggi, kompetensi tinggi, menekan berbagai 

pengaruh negatif yang dapat merusak citra pendidikan Kota Yogyakarta, 

menciptakan sistem dan kebijakan pendidikan yang unggul, membantu 

penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, mengupayakan biaya 

pendidikan yang terjangkau dan pemerataan akses pendidikan bagi 

masyarakat.  

2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata, 

kota budaya, dan kota perjuangan dengan meningkatkan objek dan daya 

tarik wisata, menampilkan landmark (tetenger/ciri monumental) dan 

budaya khas Kota Yogyakarta serta nilai-nilai luhur budaya bangsa; 

mengembangkan jaringan kerjasama wisata dengan berbagai pihak, 

membangun sarana dan prasarana wisata yang memadai, menciptakan 

kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan dunia pariwisata 

kota, meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakat kota 

dalam pengembangan pariwisata, melakukan promosi dan pemasaran 

wisata yang efektif, sehingga menjadi salah satu tujuan wisata 

terkemuka di kancah nasional maupun regional. 

3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan 

jasa dengan meningkatkan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah 

dengan memperkuat perekonomian kota berbasis keunggulan masing-

masing sektor andalan menuju keunggulan kompetitif dengan 

membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan 

khususnya dalam pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang 

pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, 

kesehatan, transportasi dan komunikasi; mengurangi kesenjangan 

sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada ekonomi rakyat, 

kelompok dan wilayah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan 

secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat kota 

terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana 

ekonomi, dan kesempatan yang sama dalam berusaha serta 
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menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender, 

mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing, 

sehingga dapat menjadi pusat pelayanan jasa di wilayah Jawa bagian 

selatan. 

4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan 

dengan memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang 

dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan 

keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan hidup, dengan tetap 

menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung, kenyamanan dalam 

kehidupan di masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang 

yang serasi; pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yang 

berkesinambungan, pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk 

mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan 

kenyamanan kehidupan, dan pemeliharaan dan pemanfaatan 

keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. 

5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, 

beradab, dan berbudaya dengan meningkatkan integritas setiap pribadi 

masyarakat kota, memperkuat jati diri dan karakter masyarakat kota 

yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, patuh dan taat aturan 

hukum, memelihara kerukunan serta toleransi masyarakat dan antar 

umat beragama, mengembangkan semangat kekeluargaan, menegakkan 

norma-norma sosial, kesopanan, kesusilaan dan norma-norma agama, 

melaksanakan interaksi antar budaya; mengembangkan kehidupan 

sosial kemasyarakatan; menerapkan nilai-nilai luhur Kota Yogyakarta, 

dan memiliki kebanggaan sebagai masyarakat Kota Yogyakarta dalam 

rangka memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan 

kota. 

6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata Kelola 

pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), 

berkeadilan, demokratis, dan berlandaskan hukum dengan 

memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat 

peran masyarakat sipil, meningkatkan kualitas pelaksanaan 

desentralisasi dan otonomi daerah, menjamin pengembangan dan 

kebebasan media komunikasi untuk kepentingan masyarakat kota, 

melakukan pembenahan struktur kelembagaan dan meningkatkan 

budaya. 

7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu, dan damai 

dengan menciptakan kondisi yang kondusif, pemeliharaan dan 
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penjaminan situasi yang aman, tertib, nyaman dan damai dengan 

memanfaatkan semua komponen masyarakat, pemerintah dan aparat 

penegak hukum sehingga mampu melindungi dan mengayomi 

masyarakat, mencegah tindak kejahatan dan menuntaskan tindak 

kriminalitas; membangun stabilitas keamanan dan penciptaan 

ketertiban kota. 

8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas 

dengan pembangunan infrastruktur yang maju dengan meningkatkan 

penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek; peningkatan daya 

dukung kapasitas kota dengan pengembangan dan pemanfaatan aset-

aset daerah, sarana dan prasarana kota serta fasilitas umum yang dapat 

dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. 

9. Mewujudkan Kota Yogyakarta sehat melalui penyediaan pelayanan 

kesehatan yang memadai; penyediaan sarana dan prasarana kesehatan 

yang baik, kebijakan dan sistem kesehatan masyarakat kota yang kuat, 

penyediaan SDM pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan 

mempunyai kompetensi yang tinggi serta didukung oleh partisipasi 

masyarakat. 

 

Arah pembangunan Kota Yogyakarta untuk peningkatan daya saing 

yang unggul dalam pelayanan jasa dilaksanakan melalui kemampuan sektor 

basis yang berdaya saing tinggi yang merupakan kunci bagi tercapainya 

kemajuan dan kemakmuran Kota Yogyakarta, daya saing yang tinggi pada 

sektor jasa akan menjadikan perekonomian Kota Yogyakarta siap menghadapi 

tantangan-tantangan persaingan dengan daerah yang lain dan mampu 

memanfaatkan peluang yang ada. 

Untuk memperkuat daya saing tersebut pembangunan Kota Yogyakarta 

diarahkan pada sebagai berikut : 

1. Memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan kompetitif 

sektor jasa sebagai motor penggerak utama didukung oleh keunggulan 

sektor pendukung terkait dengan membangun keterkaitan sistem 

produksi, penyediaan bahan baku/bahan penolong, distribusi dan 

pelayanan publik dalam bentuk kebijakan dan fasilitasi dari organisasi 

perangkat daerah terkait. 

2. Sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan 

dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, 

transportasi dan komunikasi harus dibangun lebih maju dan mampu 
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mandiri serta memberikan kontribusi dan dominasi yang lebih besar 

dari daerah lain di wilayah Jawa bagian selatan. 

3. Menyediakan SDM berkualitas dan berkompetensi tinggi dalam rangka 

mendukung sektor jasa agar dapat berkembang lebih pesat. 

4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif khususnya untuk peluang-

peluang penanaman modal di sektor jasa. 

5. Membangun sistem, kelembagaan dan infrastruktur perekonomian yang 

maju serta melakukan reformasi perizinan dan kemudahan berinvestasi 

serta dukungan insentif perpajakan dan retribusi daerah. 

6. Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi 

yang memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga terjamin 

kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dengan 

mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah. 

7. Peranan pemerintah sebagai fasilitator, regulator, mediator, inovator 

sekaligus sebagai katalisator pembangunan di berbagai tingkat 

diarahkan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan 

publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing. 

8. Pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin 

lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di 

sektor informal. Selain itu pekerja didorong untuk meningkatkan 

produktivitas sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah 

yang tinggi. 

9. Mendorong ekspor produk-produk lokal untuk mendukung 

perekonomian rakyat agar mampu memaksimalkan manfaat sekaligus 

meminimalkan efek negatife dari proses integrasi dengan dinamika 

globalisasi. 

10. Pengembangan UKM diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi 

yang berbasis iptek dan berdaya saing dengan produk impor khususnya 

dalam penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga 

mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan 

struktural dan memperkuat perekonomian domestik. Untuk itu 

pengembangan UKM dan koperasi dilakukan melalui peningkatan 

kompetensi kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang 

didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan 

pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim 

usaha yang sehat. Pengembangan UKM secara nyata akan berlangsung 

terintegrasi dalam perkuatan basis produksi dan daya saing industri 



- 61 - 
 

 

melalui pengembangan rumpum industri, percepatan alih teknologi dan 

peningkatan kualitas SDM. 

 

B. TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA YOGYAKARTA 

Tujuan pembangunan industri Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2043 

sebagaimana tercantum dalam dokumen ini berorientasi sebagai pendukung 

tercapainya visi dan misi pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam 

konteks ini maka tujuan pembangunan industri harus sejalan dengan visi dan 

misi pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Tujuan tersebut akan 

termanifestasi dalam visi dan misi pembangunan industri Kota Yogyakarta 

yang bersifat menyeluruh dan berkesinambungan. Untuk merumuskan 

pengembangan perindustrian Kota Yogyakarta maka terdapat beberapa aspek 

yang harus dipertimbangkan:  

1. Kesiapan daerah atau wilayah yang diperinci dengan beberapa aspek 

diantaranya visi dan misi Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan 

berkualitas, pariwisata berbasis budaya dan pusat pelayanan jasa yang 

berwawasan lingkungan, RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta dan RTRW 

terkait kawasan peruntukan industri maupun kawasan lain yang 

diperbolehkan atau dialokasikan untuk melakukan kegiatan usaha 

industri, RDTR Kota Yogyakarta, infrastruktur yang dibutuhkan untuk 

operasional industri, jalur logistik, regulasi, perpajakan dan retribusi 

daerah, serta aspek kemudahan berusaha.  

2. Kesiapan pelaku usaha industri yang diperinci dalam beberapa aspek 

diantaranya ketersediaan sumber daya manusia yang terampil, kreatif, 

dan inovatif dalam mengembangkan berbagai industri maupun 

terobosannya, kelayakan teknologi, ketersediaan bahan baku, 

aksesibilitas pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha yang 

terdiri dari Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), 

Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung, dan Sertifikat 

Layak Fungsi, aksesibilitas dalam pemenuhan perizinan berusaha 

berbasis risiko yang sesuai dengan tingkat risiko dan skala usaha sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku,  aksesibilitas 

mendapatkan permodalan, legalitas produk, dan kesiapan kapasitas 

produksi baik yang berbentuk tunggal mandiri ataupun sentra. 

3. Keberadaan industri eksisting atau yang sudah ada saat ini yang terdiri 

dari beberapa jenis industri seperti kerajinan kulit, serat alam, mode, 
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mebel, alat masak aluminium, alas kaki, dan sebagainya yang harus 

dioptimalkan. 

4. Kesiapan penelitian dan pengembangan yang diperinci pada beberapa 

aspek diantaranya ketersediaan peneliti, fasilitas riset dan manajemen. 

Entitas tersebut dapat berasal dari perguruan tinggi atau lembaga 

kelitbangan di Kota Yogyakarta dengan tujuan adanya membantu 

inovasi, penyelesaian problematika pelaku usaha industri, atau dalam 

rangka meningkatkan mutu produk dan pengembangannya. 

 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta sejalan dengan 

aspek pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata maka dirumuskan visi 

pembangunan industri Kota Yogyakarta adalah “Menjadikan Kota Pendidikan, 

Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Layanan Jasa yang didukung oleh 

Industri Yang Tangguh dan Mandiri serta Berwawasan Lingkungan”. Terdapat 

beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam visi pembangunan industri 

Kota Yogyakarta tersebut. 

 

Pertama, yang dimaksud dengan “Industri yang Tangguh” adalah:  

1. Kegiatan industri yang memiliki keunggulan kompetitif dalam 

penguasaan, pemanfaatan, dan pengembangan ilmu dan teknologi 

untuk kemajuan industri;  

2. Kegiatan industri yang berdaya saing di tingkat nasional dan regional. 

 

Kedua, yang dimaksud “Industri yang Mandiri” adalah:  

1. Kegiatan industri mampu memanfaatkan potensi sumber daya lokal 

untuk kemajuan industri daerah;  

2. Kegiatan industri yang mampu memanfaatkan suatu tingkat manajemen 

modern; 

3. Kegiatan industri yang mampu mengembangkan inovasi dan 

teknologinya sendiri; 

4. Peningkatan kegiatan industri dengan menciptakan inovasi dan pusat 

inkubasi guna mendukung kelangsungan dan kemajuan industri 

daerah. 
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Ketiga, yang dimaksud “Industri yang Mendukung Pendidikan” adalah:  

1. Kegiatan industri yang memiliki kemampuan mandiri untuk 

menghasilkan produk-produk fasilitas pendidikan;  

2. Kegiatan industri yang memiliki kemampuan mengembangkan produk-

produk fasilitas pendidikan. 

 

Keempat, yang dimaksud “Industri yang Mendukung Pariwisata Berbasis 

Budaya” adalah:  

1. Kegiatan industri yang memiliki kemampuan mandiri untuk 

menghasilkan produk-produk fasilitas pariwisata dan pendukungnya 

yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa;  

2. Kegiatan industri yang memiliki kemampuan pengembangan produk-

produk fasilitas pariwisata dan pendukungnya;  

3. Memiliki sistem smart industri yang dapat membawa daerah tujuan 

wisata menjadi dikenal di kancah nasional maupun regional.  

 

Kelima, yang dimaksud “Industri yang berwawasan Lingkungan” adalah:  

1. Kegiatan industri dilakukan dengan berwawasan lingkungan yang 

berorientasi pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;  

2. Kegiatan industri tetap memperhatikan dan menjamin kemampuan, 

kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa 

depan.  

Dalam mewujudkan visi pembangunan industri Kota Yogyakarta di atas maka 

dapat ditempuh dengan beberapa misi yaitu:  

1. Mengembangkan industri untuk mendukung pendidikan yang 

berkualitas dan berwawasan lingkungan.  

2. Mengembangkan industri untuk mendukung pariwisata berbasis 

budaya dan berwawasan lingkungan.  

3. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri dalam 

perekonomian Kota Yogyakarta. 

4. Membangun industri yang dapat mengoptimalkan pemberdayaan 

sumber daya manusia.  

5. Mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana perindustrian. 

6. Mengoptimalkan pemberian kemudahan berusaha bagi pelaku usaha 

industri.  
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7. Mengoptimalkan aksesibilitas dalam perizinan berusaha oleh pelaku 

usaha industri.  

8. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri. 

9. Mengembangkan pusat layanan jasa industri yang terdepan dan 

berwawasan lingkungan.  

  

C. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA YOGYAKARTA 

Berdasarkan visi dan misi di atas serta mempertimbangkan sasaran 

pembangunan industri nasional, Kota Yogyakarta menetapkan sasaran 

pembangunan sektor industri yang terbagi menjadi sasaran kuantitatif dan 

sasaran kualitatif. Sasaran kualitatif pembangunan industri meliputi:  

1. Menumbuhkan industri, inovasi, dan pemanfaatan teknologi untuk 

memperkokoh konektivitas ekonomi daerah. 

2. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang kompeten untuk kegiatan 

usaha industri.  

3. Meningkatkan perluasan pangsa pasar dalam dan luar negeri.  

4. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke 

seluruh wilayah Kota Yogyakarta.  

5. Meningkatkan iklim usaha industri yang kondusif dan terciptanya 

sinergitas antara IKM dan stakeholder terkait.  

6. Meningkatkan iklim investasi sektor industri. 

7. Meningkatkan aksesibilitas terhadap pembiayaan pada sektor industri.  

8. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur industri untuk pengembangan 

produksi dan kelancaran distribusi.  

9. Meningkatkan aksesibilitas kemudahan berusaha bagi pelaku usaha 

industri.  

10. Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu kegiatan 

industri.  

  

Sasaran pembangunan industri Kota Yogyakarta periode 2023-2043 

secara kuantitatif meliputi:  

1. Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan tiap tahun 

sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) mencapai 0,5% per periode sehingga pada akhir periode tahun 

2043 mencapai 15%.  
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2. Tercapainya peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor industri 

sejumlah 100.000 per periode dan mencapai 800.000 di akhir periode 

2043.   

3. Peningkatan nilai ekspor produk industri secara optimal dan signifikan 

sehingga mencapai 2.336,05 juta US$ pada akhir periode 2043.  

4. Peningkatan nilai investasi di sektor industri kecil dan menengah 

secara optimal dan signifikan sehingga mencapai Rp. 1,5 triliun di akhir 

2043.  

 

 

Tabel C.1 Sasaran Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 

2043 

 

Indikator  Satuan  Baseline  2023- 

2027  

2028- 

2032  

2033- 

2037  

2038- 

2043  

Kontribusi  

Industri  

Pengolahan  

Terhadap  

PDRB  

%  13  13,5  14  14,5  15  

Laju  

pertumbuhan  

Industri  

Pengolahan 

dalam PDRB  

%  4  4,5  5  6  7  

Jumlah 
tenaga kerja 
di sektor  

Industri  

Orang  32.684   37.586 43.223  49.706 57.161  

Nilai 

investasi di 

sektor 

industri kecil 

dan 

menengah  

Milyar 

Rupiah  

100 125 156,25 195,4 224,25 

Nilai  ekspor 

produk 

industri  

Juta $  49,4 56,8 65,3 

 

75  86,3 
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Sebagai perbandingan berikut sasaran kuantitatif dari berbagai produk 

rencana pembangunan industri.  

Tabel C.2. Sasaran Kuantitatif RPIP DIY 2019-203943  

 

 

Tabel C.3. Sasaran Kuantitatif RPIK Kota Magelang 2019-203944  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
43 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Industri Provinsi DIY Tahun 2019-2039.  
44 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Industri Kota Magelang Tahun 2019-2039.  
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BAB IV  

STRATEGI DAN PROGRAM  PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA 

YOGYAKARTA  

  

A. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI  

Pembangunan industri di Kota Yogyakarta dengan berbagai potensinya 

menghadapi berbagai kendala utamanya adalah : 

a. Sumber daya manusia, khususnya aspek keterampilan; 

b. Pengembangan sektor hulu khususnya pertanian dan barang logam 

sehingga sering terjadi kelangkaan bahan baku untuk industri; 

c. Infrastruktur pendukung industri yang belum memadai dalam mendukung 

pengembangan industri lebih lanjut; 

d. Ketatnya persaingan produk industri di pasar regional dan internasional. 

 

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri 

daerah Kota Yogyakarta serta menjawab permasalahan pembangunan industri 

tersebut, maka dapat dilakukan dengan 4 strategi utama seperti yang 

ditampilkan pada gambar berikut ini.  

 

 
 

Gambar 6. Strategi Pembangunan Industri Kota Yogyakarta45  

 

 

                                       
45 Diolah Penulis, 2021.  

 

 
Fasilitasi 
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 Kelas Industri 

 
Kuantitas 
Industri 
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Berikut ini adalah penjabarannya:  

1. Peningkatan kuantitas industri   

a. Industri eksisting yang dilakukan melalui inovasi (R & D) yang 

bekerjasama dengan badan-badan penelitian dan pengembangan milik 

pemerintah, industri maupun perguruan tinggi yang ada di 

Yogyakarta (seperti UGM, UNY, UII, UAD, UMY, STMIK Amikom, UIN, 

Akprind, UKDW, UPN). Terutama difokuskan pada IKM yang menjadi 

unggulan dan andalan Kota Yogyakarta. Dalam mendukung inovasi 

industri eksisting maka setiap IKM dapat menerapkan 3-Helix (sinergi 

antara Academic, Business, Government).  

Gambar 7. Diagram 3-Helix46  

b. Industri baru yang dikembangkan dari hasil inkubator teknologi & 

bisnis daerah (ITBD). ITBD merupakan salah satu program yang dapat 

meningkatkan jumlah dari industri-industri baru terutama industri 

yang akan mendukung pada tercapainya visi misi pembangunan 

industri Kota Yogyakarta. Berikut ini adalah diagram alir ITBD yang 

melibatkan berbagai sektor. Strategi peningkatan jumlah industri 

maka akan meningkatkan nilai pajak daerah sehingga mampu 

meningkatkan pendapatan asli daerah. Strategi ini harus didukung 

dengan adanya peningkatan kualitas produk industri maupun 

manajemen industri.   

  

                                       
46  Diolah Penulis, 2021.  



- 69 - 
 

 

  
Gambar 8. ITBD untuk mendukung Terciptanya Industri 

Baru47  

 

2. Peningkatan kualitas produk dan manajemen industri. 

Strategi peningkatan kualitas produk dan manajemen industri ini 

diterapkan baik untuk industri eksisting maupun industri baru. Peningkatan 

kualitas produk difokuskan pada inovasi dan pengembangan produk yang 

disesuaikan dengan target pasar, kemudian untuk mendapatkan produk dan 

manajemen industri yang lebih baik maka setiap industri perlu menerapkan 

konsep “smart” seperti yang digambarkan di bawah ini.  

Gambar 9. Konsep “Smart” Industri48  

Konsep ini meliputi 5 aspek yang harus dipertimbangkan yaitu 

good design, good process, good product, right time & market place, dan 

                                       
47  Diolah Penulis, 2021.  
48  Diolah Penulis, 2021.  
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succes market. Menerapkan konsep “smart” tersebut maka akan 

meningkatkan kualitas produk dengan tetap menjaga efisiensi/ biaya 

produksi, serta mampu meningkatkan kualitas manajemen. Peningkatan 

ini dilakukan dengan strategi penggiatan sertifikasi produk maupun 

manajemen seperti SNI dan ISO supaya kualitasnya terjamin. Adanya 

jaminan kualitas dan sertifikasi manajemen, diharapkan akan 

meningkatkan kepuasan pelanggan sehingga meningkatkan jumlah 

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).  

3. Peningkatan kelas industri.  

Strategi ini dilakukan dengan memetakan kondisi eksisting dari kelas 

industri kemudian melakukan pengarahan industri untuk meningkatkan 

jumlah industri yang naik kelas. Berikut ini adalah piramida kelas industri 

yang dimulai dari kelas mikro hingga kelas besar.  

 

Gambar 10. Piramida Kelas Industri  

Setiap kelas industri memiliki nilai pajak tertentu, sehingga dengan 

adanya peningkatan kelas industri maka akan memberikan penambahan bagi 

pajak daerah.  

Fokus Kota Yogyakarta sendiri adalah Industri Kecil dan Menengah yang dapat 

dikembangkan melalui:  

a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara melakukan 

bimbingan teknis dan manajemen;  

b. pemberian fasilitas khusus agar industri kecil dan menengah  dapat 

tumbuh secara ekspansif dan bersaing di bidangnya;   

c. penciptaan sinergi IKM dengan industri besar melalui pola kemitraan;   

d. penguatan pasokan bahan baku industri dalam daerah yang berkualitas 

dan berkelanjutan; 
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e. menciptakan iklim yang kondusif bagi IKM dengan tetap memperhatikan 

persaingan usaha yang sehat;  

f. pengembangan skema pembiayaan yang mendorong kemitraan;   

g. mengembangkan skema e-commerce untuk membangun jangkauan 

pemasaran produk IKM secara luas melalui peningkatan penguasaan 

teknologi. 

  

4. Fasilitasi Industri 

Strategi ini dilakukan melalui : 

a. Penguatan SDM, kelembagaan pelaku usaha dan konektivitas yang 

kuat antar pelaku usaha pada sektor industri; 

b. Penguatan  pasokan bahan baku industri dalam daerah yang 

berkualitas dan berkelanjutan; 

c. Perbaikan iklim usaha industri yang kondusif dicirikan berbiaya 

rendah, ada kepastian hukum dan hubungan industrial yang baik; 

d. Kerjasama antar institusi terkait untuk peningkatan daya saing 

industri; 

e. Meningkatkan daya dukung pengembangan industri, termasuk 

mengoptimalkan keberadaan pusat desain industri nasional; 

f. Menumbuhkan industri yang menghasilkan produk-produk yang 

mendukung sektor pariwisata. 

B. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH  

B.1. Penetapan dan Program Pengembangan Industri Unggulan 

Penetapan industri unggulan di Kota Yogyakarta dilakukan melalui 

beberapa kajian, diawali dengan identifikasi produk unggulan yang 

memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian daerah, dilanjutkan 

dengan analisis untuk penentuan sebagai industri unggulan daerah. Adapun 

jenis industri unggulan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut: 
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Tabel B.1. Industri Unggulan Kota Yogyakarta 

 

No. Industri Unggulan Jenis Industri 

1. Industri Furniture dan 

Industri  

Industri Furniture dari Kayu 

 Bahan Dari Kayu Industri Kerajinan dari Kayu Bukan 

Mebeler 

  Industri Batik 

2. Industri Tekstil, Kulit, 
Alas Kaki dan Aneka 

Industri Pakaian Jadi (konveksi) 
dari tekstil 

  Industri barang dari kulit dan kulit 
buatan untuk keperluan pribadi 

 
3. 

 
Industri Logam Dasar 
dan 

Industri Barang Perhiasan dan 
Logam mulia untuk keperluan 
pribadi  

 bahan galian bukan 
logam 

Industri peralatan dapur dan 
peralatan meja dari Logam 

4. Industri Pangan Industri Makanan dan masakan 
olahan 

5. Industri Farmasi, 
Kosmetik dan Alat 
Kesehatan 

Industri Produk Obat Tradisional 

  Aktivitas Pemrograman Komputer 
lainnya 

6. Industri Elektronika dan 
Telematika 

Aktivitas Produksi Film, Video dan 
Program Televisi oleh swasta 

  Aktivitas Pengembangan Videogame 

7. Jasa Industri 

Reparasi Produk Logam Pabrikasi 

Lainnya 

Reparasi Mobil 

Reparasi Dan Perawatan Sepeda 
Motor 

8. Industri Kreatif Industri Kreatif 

 

B.1.1 Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota 

Berdasarkan penetapan industri unggulan yang telah dijelaskan 

sebelumnya maka program pengembangan industri unggulannya sebagai 

berikut  : 

a. Industri Furniture dan Industri Bahan Dari Kayu 

Tabel a.1. Industri Furniture dari Kayu 

 SASARAN 

2023-2027  2028-2032  2033-2037  2038-2043 

1. Menyiapkan 

sumber daya 

manusia yang 

1. Peningkatan 

kerja sama 

antar sektor 

1. Terwujudnya 

keseimbanga

n antara 

Terwujudnya 

kemandirian di 
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ahli dan 

kompeten; 

2. Pengembangan 

kreativitas dan 

inovasi melalui 

penelitian dan 

pengembangan 

yang terintegrasi; 

3. Peningkatan 

pasokan bahan 

baku dan 

alternatifnya; 

4. Terwujudnya 

industri yang 

ramah 

lingkungan; 

5. Standarisasi dan 

sertifikasi produk; 

6. Mendorong akses 

permodalan dari 

lembaga 

keuangan (bank 

dan non bank) 

yang semakin 

luas; 

7. Peningkatan 

penelitian dan 

pengembangan 

desain industri 

dan merk; 

 

terkait untuk 

perluasan 

kesempatan 

kerja dan 

peningkatan 

nilai tambah; 

2. Peningkatan 

sarana 

prasarana dan 

teknologi 

produksi; 

3. Mengembangk

an kualitas 

produksi 

untuk 

memenuhi 

standarisasi 

dan sertifikasi 

produk yang 

baku; 

4. Promosi dan 

perluasan 

pasar 

industri; 

5. Peningkatan 

ekspor. 

kebutuhan 

dan pasokan 

bahan baku; 

2. Terwujudnya 

kemandirian 

dalam 

teknologi 

proses dan 

permesinan 

pengolahan 

kayu. 

bidang desain. 

STRATEGI 

1. Mengembangkan industri ramah lingkungan dengan hasil produk 

inovatif dengan teknologi modern; 

2. Penguatan usaha dan pembiayaan dan standarisasi jaminan mutu 

produk, perluasan pasar dan promosi. 

RENCANA AKSI 

2023-2027 2028-2032 2033-2037 2038-2043 

1. Sinergitas peran 

perguruan tinggi 

dan komunitas  

desain untuk 

menciptakan 

kualitas produk; 

2. Mendorong 

kerjasama 

1. Mengembang

kan 

kemitraan 

industri, 

kualitas 

produk, SDM 

dan 

kelembagaan 

IKM kreatif; 

1. Meningkatka

n 

perancangan 

teknologi 

tepat guna; 

2. mendorong 

pengembang

an teknologi 

permesinan 

Pemutakhiran 

teknologi 

industri untuk 

pengembangan 

desain sesuai 

kebutuhan 

pasar. 
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penyedia bahan 

baku dan 

alternatifnya; 

3. Mendorong 

penyediaan 

bahan baku, 

infrastruktur dan 

teknologi yang 

ramah 

lingkungan; 

4. Mendorong 

pengembangan 

industri agar 

sesuai dengan 

standarisasi dan 

sertifikasi; 

5. Meningkatkan 

kualitas produksi 

dan manajemen 

keuangan IKM; 

6. Mendorong 

advokasi terkait 

dengan hak atas 

kekayaan 

intelektual. 

2. Restrukturisa

si sarana 

prasarana 

dan teknologi 

industri 

pengolahan 

kayu dan 

furniture; 

3. Mendorong 

penerapan 

SNI dan SVLK 

produk 

industri 

furniture; 

4. Meningkatkan 

pameran 

kreatif; 

5. Mengembang

kan jaringan 

pasar global 

produk 

industri 

melalui 

pemanfaatan 

kerjasama. 

pengolahan 

kayu. 

  

Tabel a.2. Industri Kerajinan dari Kayu Bukan Mebeler 

 SASARAN 

2023-2027  2028-2032  2033-2037  2038-2043  

1. Menyiapkan 

sumberdaya 

manusia yang 

ahli dan 

kompeten; 

2. Pengembangan 

dan pemanfaatan 

kreativitas dan 

inovasi melalui 

penelitian dan 

pengembangan 

yang terintegrasi; 

3. Peningkatan 

pasokan bahan 

baku dan 

alternatifnya; 

4. Terwujudnya 

1. Peningkatan 

kerja sama 

antar sektor 

terkait untuk 

perluasan 

kesempatan 

kerja dan 

peningkatan 

nilai tambah; 

2. Peningkatan 

sarana 

prasarana 

dan teknologi 

produksi; 

3. Mengembang

kan kualitas 

produksi 

1. Terwujudnya 

keseimbanga

n antara 

kebutuhan 

dan pasokan 

bahan baku; 

2. Terwujudnya 

kemandirian 

dalam 

teknologi 

proses dan 

permesinan 

pengolahan 

kayu. 

Terwujudnya 

kemandirian di 

bidang desain. 
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industri yang 

ramah 

lingkungan; 

5. Standarisasi dan 

sertifikasi 

produk; 

6. Mendorong akses 

permodalan dari 

lembaga 

keuangan (bank 

dan non bank) 

yang semakin 

luas; 

7. Peningkatan 

penelitian dan 

pengembangan 

desain industri 

dan merk. 

 

untuk 

memenuhi 

standarisasi 

dan sertifikasi 

produk yang 

baku; 

4. Promosi dan 

perluasan 

pasar 

industri; 

5. Peningkatan 

ekspor. 

STRATEGI 

1. Mengembangkan industri ramah lingkungan dengan hasil produk 

inovatif dengan teknologi modern; 

2. Penguatan usaha dan pembiayaan dan standarisasi jaminan mutu 

produk, perluasan pasar dan promosi. 

RENCANA AKSI 

2023-2027 2028-2032 2033-2037 2038-2043 

 

1. Sinergitas peran 

perguruan tinggi 

dan komunitas  

desain untuk 

menciptakan 

kualitas produk; 

2. Mendorong 

kerjasama 

penyedia bahan 

baku dan 

alternatifnya; 

3. Mendorong 

penyediaan 

bahan baku, 

infrastruktur dan 

teknologi yang 

ramah 

lingkungan; 

4. Mendorong 

1. Mengembang

kan 

kemitraan 

industri, 

kualitas 

produk, SDM 

dan 

kelembagaan 

IKM kreatif;  

2. Restrukturisa

si sarana 

prasarana 

dan teknologi 

industri 

pengolahan 

kayu dan 

furniture; 

3. Mendorong 

penerapan 

SNI dan SVLK 

produk 

1. Meningkatka

n 

perancangan 

teknologi 

tepat guna; 

2. mendorong 

pengembang

an teknologi 

permesinan 

pengolahan 

kayu. 

Pemutakhiran  

teknologi 

industri untuk 

pengembangan 

desain sesuai 

kebutuhan 

pasar. 
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pengembangan 

industri agar 

sesuai dengan 

standarisasi dan 

sertifikasi; 

5. Meningkatkan 

kualitas produksi 

dan manajemen 

keuangan IKM; 

6. Mendorong 

advokasi terkait 

dengan hak atas 

kekayaan 

intelektual; 

industri 

furniture; 

4. Meningkatkan 

pameran 

kreatif; 

5. Mengembang

kan jaringan 

pasar global 

produk 

industri 

melalui 

pemanfaatan 

kerjasama. 

  

b. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka 

 

Tabel b.1. Industri Batik 

 SASARAN 

2023-2027  2028-2032  2033-2037  2038-2043  

1. Menyiapkan 

sumber daya 

manusia yang 

ahli terampil dan 

kompeten; 

2. Pengembangan 

kreativitas dan 

inovasi; 

3. Peningkatan 

ketersediaan 

bahan baku 

dan/atau bahan 

penolong; 

4. Terwujudnya 

industri yang 

ramah 

lingkungan; 

5. Standarisasi dan 

sertifikasi produk; 

6. Tersedianya akses 

permodalan; 

7. Peningkatan 

penelitian dan 

pengembangan 

desain batik; 

8. Penguatan 

kelembagaan 

1. Meningkatkan 

kualitas 

produk batik; 

2. Pengembanga

n dan 

penguatan 

sentra batik 

melalui 

teknologi; 

3. Diversifikasi 

produk 

industri batik. 

Terwujudnya 

kemandirian 

IKM di bidang 

desain. 

Terwujudnya 

kemandirian 

IKM di bidang 

desain sehingga 

terjadi 

penguatan 

basis industri 

pada posisi 

world class. 
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sentra batik; 

9. Meningkatkan 

promosi industri 

batik. 

 

STRATEGI 

1. Mengembangkan sumberdaya manusia yang terampil dan kompeten; 

2. Penguatan usaha IKM melalui kelembagaan sentra; 

3. Mengembangkan industri ramah lingkungan. 

RENCANA AKSI 

2023-2027 2028-2032 2033-2037 2038-2043 

 

1. Memperkenalkan 

literasi batik 

pada masyarakat; 

2. Inkubasi pelaku 

usaha industri 

batik; 

3. Menjalin 

kerjasama 

dengan penyedia 

bahan baku dan 

alternatifnya; 

4. Mendorong 

pembangunan 

IPAL; 

5. Mendorong 

produk batik 

mengikuti 

standar dan 

sertifikasi 

produk; 

6. Meningkatkan 

kemampuan, 

kualitas dan 

efisiensi IKM 

batik; 

7. Pemenuhan 

ketersediaan 

bahan baku 

industri batik; 

1. Peningkatan 

peran asosiasi 

untuk 

memperkuat 

kolaborasi 

antar pelaku 

industri; 

2. Fasilitasi 

standarisasi 

dan 

perlindungan 

terhadap hak 

kekayaan 

intelektual 

desain; 

3. Peningkatan 

teknologi 

yang 

mendukung 

desain 

produk; 

4. Peningkatan 

inovasi 

industri batik 

untuk 

meningkatka

n daya saing 

industri batik; 

1. Peningkatan 

kapasitas 

produksi; 

2. Peningkatan 

penggunaan 

produk 

dalam 

negeri; 

3. Pemutakhira

n  teknologi 

industri 

untuk 

pengembang

an desain 

sesuai 

kebutuhan 

pasar. 

1. Meningkatka

n promosi 

dan 

perluasan 

pasar 

dengan 

peningkatan 

ekspor; 

2. Perlindunga

n terhadap 

produk 

unggulan 

dengan 

menjaga 

stabilitas 

harga; 

3. Pemutakhira

n  teknologi 

industri 

untuk 

pengembang

an desain 

sesuai 

kebutuhan 

pasar. 
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Tabel b.2. Industri Pakaian jadi (konveksi) dari tekstil 

SASARAN 

2023-2027  2028-2032  2033-2037  2038-2043  

1. Menyiapkan 

sumber daya 

manusia yang 

terampil, ahli dan 

kompeten; 

2. Peningkatan 

ketersediaan 

bahan baku 

dan/atau bahan 

penolong; 

3. Terwujudnya 

industri yang 

ramah 

lingkungan; 

4. Tersedianya akses 

permodalan; 

5. Penguatan 

teknologi dan alat 

produksi. 

 

1. Peningkatan 

kerjasama; 

2. Penelitian dan 

pengembanga

n desain 

industri, 

advokasi 

kepemilikan 

HAKI; 

3. Peningkatan 

ekspor. 

1. Memberikan 

fasilitasi 

bagi IKM 

industri 

tekstil; 

2. Terwujudny

a  produk 

IKM 

berkualitas 

dan berdaya 

saing. 

1. Terwujudnya 

daya saing 

IKM; 

2. Perlindunga

n terhadap 

produk 

unggulan 

dengan 

menjaga 

stabilitas 

harga.  

STRATEGI 

1. Mengembangkan sumberdaya manusia yang terampil dan kompeten; 

2. Penguatan usaha IKM melalui kelembagaan sentra; 

3. Mengembangkan industri ramah lingkungan. 

 

RENCANA AKSI 

2023-2027  2028-2032  2033-2037  2038-2043 

1. Peningkatan 

kualitas daya 

tarik produk; 

2. Pemenuhan 

ketersediaan 

bahan baku 

pakaian jadi. 

1. Peningkatan 

kualitas 

infrastruktur; 

2. Peningkatan 

kapasitas 

produksi 

pakaian jadi. 

  

1. Peningkatan 

sumber daya 

manusia 

dalam 

pengembang

an sentra 

industri;   

2. Kemitraan 

antar pelaku 

usaha. 

1. Perluasan 

akses pasar 

terhadap 

produk 

pakaian jadi; 

2. Perlindungan 

terhadap 

produk 

unggulan 

dengan 

menjaga 

kualitas 

mutu produk. 
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Tabel b.3 Industri barang dari kulit dan Kulit Buatan untuk keperluan 

pribadi 

SASARAN 

2023-2027  2028-2032  2033-2037  2038-2043  

1. Menyiapkan 

sumber daya 

manusia yang 

terampil dan 

kompeten; 

2. Pengembangan 

kreativitas dan 

inovasi; 

3. Peningkatan 

ketersediaan bahan 

baku dan/atau 

bahan penolong; 

4. Terwujudnya 

industri yang ramah 

lingkungan; 

5. Standarisasi dan 

sertifikasi produk; 

6. Tersedianya akses 

permodalan; 

7. Penguatan 

kelembagaan sentra 

kulit; 

8. Meningkatkan 

promosi industri 

kulit. 

 

1. Meningkatka

n kualitas 

produk kulit; 

2. Pengembang

an dan 

penguatan 

sentra kulit 

melalui 

teknologi; 

3. Diversifikasi 

produk 

industri 

kulit. 

 
 
 

 
 

 
 

1. Terwujudn

ya  produk 

IKM 

berkualita

s dan 

berdaya 

saing; 

2. Terwujudn

ya 

kemandiri

an IKM 

melalui 

sentra. 

Terwujudnya 

industri barang 

dari kulit dan 

kulit buatan 

untuk 

keperluan 

pribadi yang 

memiliki daya 

saing. 

STRATEGI 

1. Mengembangkan sumberdaya manusia yang terampil dan kompeten; 

2. Penguatan usaha IKM melalui kelembagaan sentra; 
3. Mengembangkan industri ramah lingkungan. 

RENCANA AKSI 

2023-2027 2028-2032 2033-2037 2038-2043 

1. Peningkatan 

kualitas daya 

tarik produk; 

2. Pemenuhan 

ketersediaan 

bahan baku 

pakaian jadi.  

1. Peningkatan 

kualitas 

infrastruktur; 

2. Peningkatan 

kapasitas 

produksi 

pakaian jadi.  

1. Peningkatan 

sumber daya 

manusia 

dalam 

pengembang

an sentra 

industri; 

2. Kemitraan 

antar pelaku 

1. Perluasan 
akses pasar 

terhadap 
produk 

pakaian jadi; 
2. Perlindunga

n terhadap 

produk 
unggulan 
dengan 

menjaga 
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usaha. stabilitas 

harga.  

c. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam 

 

Tabel c.1. Industri Barang Perhiasan dan Logam mulia untuk keperluan 

pribadi 

SASARAN 

2023-2027  2028-2032  2033-2037  2038-2043  

1. Menyiapkan 

sumber daya 

manusia yang 

terampil dan 

kompeten; 

2. Pengembangan 

kreativitas dan 

inovasi; 

3. Peningkatan 

ketersediaan 

bahan baku 

dan/atau bahan 

penolong; 

4. Terwujudnya 

industri yang 

ramah 

lingkungan; 

5. Penguatan 

kelembagaan 

sentra perak; 

6. Meningkatkan 

promosi industri 

perak. 

 

1. Meningkatkan 

kualitas produk 

perak; 

2. Pengembangan 

dan penguatan 

sentra perak 

melalui 

teknologi; 

3. Diversifikasi 

produk industri 

perak. 

1. Terwujudnya 

produk IKM 

berkualitas dan 

berdaya saing; 

2. Terwujudnya 

kemandirian 

IKM melalui 

sentra. 

Terwujudnya 

industri barang 

perhiasan dan 

logam mulia 

untuk 

keperluan 

pribadi yang 

memiliki daya 

saing. 

STRATEGI 

1. Mengembangkan sumberdaya manusia yang terampil dan kompeten; 

2. Penguatan usaha IKM melalui kelembagaan sentra; 

3. Mengembangkan industri ramah lingkungan. 

RENCANA AKSI 

2023-2027 2028-2032 2033-2037 2038-2043 

1. Pemenuhan 

ketersediaan 

bahan baku 

industri kulit; 

2. Mengembangk

an kapasitas 

1. Peningkatan 

inovasi 

industri kulit 

untuk 

meningkatkan 

daya saing 

1. Memberikan 

fasilitasi bagi 

IKM industri 

tekstil; 

2. Peningkatan 

penggunaan 

1. Meningkatka

n promosi 

dan 

perluasan 

pasar 

dengan 
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melalui 

efisiensi 

produksi 

kerajinan kulit 

dengan cara 

meningkatkan 

infrastruktur 

kerajinan kulit; 

3. Peningkatan 

sumber daya 

manusia 

dengan 

pelatihan dan 

pembinaan 

pelaku usaha 

kerajinan kulit; 

industri; 

2. Meningkatkan 

promosi 

melalui 

kemitraan 

antar pelaku 

usaha, 

publikasi, dan 

membuat 

pusat 

informasi 

kerajinan kulit; 

produk dalam 

negeri. 

peningkatan 

ekspor; 

2. Perlindunga

n terhadap 

produk 

unggulan 

dengan 

menjaga 

stabilitas 

harga. 

 

Tabel c.2. Industri Peralatan dapur dan peralatan meja dari logam 

SASARAN 

2023-2027  2028-2032  2033-2037  2038-2043  

1. Menyiapkan 

sumber daya 

manusia yang 

terampil dan 

kompeten; 

2. Pengembangan 

kreativitas dan 

inovasi; 

3. Peningkatan 

ketersediaan 

bahan baku 

dan/atau bahan 

penolong; 

4. Terwujudnya 

industri yang 

ramah 

lingkungan; 

5. Penguatan 

kelembagaan 

sentra cor logam; 

6. Pengembangan 

teknologi 

produksi industri 

cor logam. 

 

1. Meningkatka

n kualitas 

produk cor 

logam; 

2. Pengembanga

n dan 

penguatan 

sentra cor 

logam melalui 

teknologi; 

3. Tercapainya 

peningkatan 

mutu produk 

industri yang 

memenuhi 

standar 

sertifikasi. 

1. Terwujudnya 

produk IKM 

berkualitas 

dan berdaya 

saing; 

2. Terwujudnya 

kemandirian 

IKM melalui 

sentra. 

Terwujudnya 

Industri 

Peralatan dapur 

dan peralatan 

meja dari logam 

yang memiliki 

daya saing. 
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STRATEGI 

1. Mengembangkan sumberdaya manusia yang terampil dan kompeten; 

2. Pemantapan jejaring pasokan dan pemasaran melalui ketersediaan bahan 

baku, peningkatan mutu produk sesuai standar sertifikasi dan perluasan 

pangsa pasar dan promosi; 

3. Pengembangan desain produk inovatif yang high tech dan high culture. 

RENCANA AKSI 

2023-2027 2028-2032 2033-2037 2038-2043 

1. Pemenuhan 

ketersediaan 

bahan baku 

industri cor 

logam; 

2. Peningkatan 

kualitas daya 

tarik produk; 

3. Peningkatan 

efisiensi  

produksi dengan 

cara  

meningkatkan 

infrastruktur 

produk sentra 

industri. 

1. Meningkatkan 

promosi 

melalui 

kemitraan 

antar pelaku 

usaha; 

2. Publikasi dan 

membuat 

pusat 

informasi 

produk 

unggulan 

barang logam, 

bukan mesin 

dan 

peralatannya. 

1. Memberikan 

fasilitasi bagi 

IKM industri 

cor logam; 

2. Peningkatan 

penggunaan 

produk dalam 

negeri. 

1. Meningkatk

an promosi 

dan 

perluasan 

pasar 

dengan 

peningkata

n ekspor; 

2. Perlindung

an 

terhadap 

produk 

unggulan 

dengan 

menjaga 

stabilitas 

harga. 

 

d. Industri Pangan 

 

Tabel d.1. Industri makanan dan masakan olahan 

SASARAN 

2023-2027  2028-2032  2033-2037  2038-2043  

1. Menyiapkan 

sumber daya 

manusia yang 

terampil dan 

kompeten; 

2. Terpenuhinya 

standarisasi 

produk; 

3. Peningkatan 

ketersediaan 

bahan baku 

dan/atau 

bahan 

1. Pengembangan 

industri 

pendukung 

untuk 

kontinuitas 

sumber bahan 

baku dan bahan 

penolong; 

2. Peningkatan 

ekspor. 

 

1. Terwujudnya 

produk IKM 

berkualitas dan 

berdaya saing; 

2. Terwujudnya 

kemandirian 

IKM melalui 

sentra. 

Terwujudnya 

Industri 

makanan dan 

masakan 

olahan yang 

memiliki daya 

saing. 
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penolong; 

4. Terwujudnya 

industri yang 

ramah 

lingkungan; 

5. Penguatan 

kelembagaan 

sentra industri 

makanan dan 

masakan 

olahan; 

6. Diversifikasi 

produk. 

 

STRATEGI 

1. Mengembangkan industri olahan pangan yang memenuhi standar 

produk; 

2. Mengembangkan industri olahan pangan berpangsa pasar ekspor; 

3. Pengembangan desain produk inovatif yang high tech dan high culture. 

RENCANA AKSI 

2023-2027 2028-2032 2033-2037 2038-2043 

1. Pemenuhan 

ketersediaan 

bahan baku 

industri 

olahan 

pangan; 

2. Meningkatkan 

kesadaran 

industri 

olahan pangan 

tentang 

standar 

pangan dan 

keamanan 

pangan; 

3. Peningkatan 

sumber daya 

manusia yang 

terampil dan 

kompeten. 

1. Meningkatkan 

kerjasama 

dengan 

berbagai 

elemen 

masyarakat 

untuk 

peningkatan 

usaha, 

standarisasi 

dan 

diversifikasi 

produk; 

2. Memperkuat 

industri 

makanan dan 

masakan 

olahan 

berorientasi 

ekspor. 

1. Mendorong 

investasi industri 

makanan dan 

masakan olahan 

secara modern; 

2. Meningkatkan 

kerjasama 

dalam penelitian 

dan 

pengembangan 

teknologi proses 

dan teknologi 

produk antara 

sektor industri 

dengan 

lembaga/balai 

penelitian. 

Mendorong 

industri 

makanan dan 

masakan olahan 

sesuai standar. 

e. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan 

 

Tabel e.1. Industri Produk Obat Tradisional 
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SASARAN 

2023-2027  2028-2032  2033-2037  2038-2043  

1. Meningkatkan 

kualitas 

sumber daya 

manusia yang 

terampil dan 

kompeten; 

2. Menjamin 

ketersediaan 

pasokan 

bahan baku; 

3. Terpenuhinya 

standarisasi 

produk dan 

proses 

produksi yang 

memenuhi 

cara 

pembuatan 

obat 

tradisional 

yang baik; 

4. Penerapan 

sistem 

jaminan halal 

pada obat 

tradisional; 

5. Pengembanga

n skema 

pendanaan 

dan modal 

usaha melalui 

lembaga 

keuangan. 

1. Memperkuat 

kelembagaan 

melalui 

kelengkapan 

regulasi dan 

organisasi 

badan hukum; 

2. Terealisasinya 

penerapan 

Good 

Manufacturing 

Practices; 

3. Pengembangan 

teknologi 

produksi 

industry; 

4. Diversifikasi 

produk obat 

tradisional; 

5. Meningkatkan 

kualitas 

kemasan; 

6. Mengenalkan 

produk obat 

tradisional 

pada pasar 

domestik dan 

luar negeri. 

 

Mewujudkan  

industri obat 

tradisional yang 

modern dan 

bertaraf 

internasional. 

Mewujudkan  

industri obat 

tradisional yang 

modern dan 

bertaraf 

internasional. 

STRATEGI 

1. Mewujudkan  industri obat tradisional yang modern dan bertaraf 

internasional yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM, 

ketersediaan bahan baku, pemenuhan standarisasi produk dan proses 

produksi serta pengembangan teknologi; 

2. Pengembangan desain produk inovatif yang high tech dan high culture. 

RENCANA AKSI 

2023-2027 2028-2032 2033-2037 2038-2043 

1. Memberikan 

pelatihan 

keterampilan 

1. Melaksanakan 

temu bisnis link 
and match 

1. Menerapkan 

teknologi 

untuk 

1. Menerapkan 

teknologi 

untuk 



- 85 - 
 

 

pengolahan 

industri; 

2. Mendorong 

kerjasama 

dengan 

daerah 

penyedia 

bahan baku; 

3. Optimalisasi 

produksi dan 

manajemen 

keuangan 

IKM; 

4. Fasilitasi 

standarisasi 

produk dan 

proses 

produksi; 

5. Pengembanga

n skema 

pendanaan 

dan modal 

usaha melalui 

lembaga 

keuangan. 

dengan industri 

besar; 
2. Pelatihan dan 

fasilitasi 

penerapan GMP; 
3. Modernisasi 

teknologi 

produksi dan 
kemasan; 

4. Menyelenggarak
an event 
promosi lokal, 

regional dan 
internasional. 

meningkatkan 

kapasitas; 

2. Mendorong 

inovasi produk 

untuk 

merespon 

perkembangan 

pasar. 

meningkatka

n kapasitas; 

2. Mendorong 

inovasi 

produk 

untuk 

merespon 

perkembang

an pasar. 

 

f. Industri Elektronika dan Telematika 

 

Tabel f.1. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya 

SASARAN 

2023-2027  2028-2032  2033-2037  2038-2043  

1. Peningkatan 

kualitas dan 

kuantitas 

SDM kreatif; 

2. Terbukanya 

akses pasar 

untuk 

mengembang

kan konten 

local; 

3. Advokasi dan 

perlindungan 

HKI; 

4. Pengembanga

n skema 

1. Penguatan 

kelembagaan; 

2. Meningkatkan 

infrastruktur 

dan jaringan 

komunikasi; 

3. Meningkatkan 

kreativitas 

wirausaha 

baru. 

 

Terwujudnya 

industri 

pemrograman 

komputer lainnya 

yang tangguh 

mandiri dan 

berdaya saing 

tinggi sehingga 

mampu menjadi 

penggerak 

pembangunan dan 

berkontribusi 

terhadap 

perekonomian 

Terwujudnya 

industri 

pemrograman 

komputer 

lainnya yang 

tangguh 

mandiri dan 

berdaya saing 

tinggi sehingga 

mampu 

menjadi 

penggerak 

pembangunan 

dan 

berkontribusi 
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pendanaan 

dan modal 

usaha melalui 

lembaga 

keuangan; 

5. Meningkatkan 

jumlah 

wirausaha 

baru. 

nasional.  

 

terhadap 

perekonomian 

nasional. 

 

STRATEGI 

1. Mendorong terwujudnya industri pemrograman komputer lainnya yang 

memiliki daya saing tinggi sehingga mampu menjadi penggerak 

pembangunan dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional 

melalui peningkatan kualitas SDM, membuka akses pasar global, 

mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan peningkatan infrastruktur 

serta jaringan komunikasi; 

2. Pengembangan inovasi yang high tech dan high culture. 

RENCANA AKSI 

2023-2027 2028-2032 2033-2037 2038-2043 

1. Meningkatkan 

kualitas dan 

kapasitas 

SDM; 

2. Mendorong 

terbukanya 

akses pasar; 

3. Fasilitasi 

perlindungan 

hukum bagi 

pelaku usaha; 

4. Optimalisasi 

produk dan 

manajemen 

keuangan. 

1. Mendorong 

pembentukan 

asosiasi; 

2. Mendorong 

peningkatan 

infrastruktur 

dan jaringan 

komunikasi; 

3. Mendorong 

kreativitas 

wirausaha 

baru. 

Menjadikan 

wirausaha dan 

produk yang dapat 

bersaing di pasar 

global. 

Menjadikan 

wirausaha dan 

produk yang 

dapat bersaing 

di pasar global. 

 

Tabel f.2. Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh 

Swasta 

SASARAN 

2023-2027  2028-2032  2033-2037  2038-2043  

1. Peningkatan 

kualitas dan 

kuantitas 

SDM kreatif; 

1. Penguatan 

kelembagaan; 

2. Meningkatkan 

infrastruktur 

Terwujudnya 

industri 

pemrograman 

komputer lainnya 

Terwujudnya 

industri 

pemrograman 

komputer 
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2. Terbukanya 

akses pasar 

untuk 

mengembang

kan konten 

lokal; 

3. Advokasi dan 

perlindungan 

HKI; 

4. Pengembanga

n skema 

pendanaan 

dan modal 

usaha melalui 

lembaga 

keuangan; 

5. Meningkatkan 

jumlah 

wirausaha 

baru. 

 

dan jaringan 

komunikasi; 

3. Meningkatkan 

kreativitas 

wirausaha 

baru. 

 

yang tangguh 

mandiri dan 

berdaya saing 

tinggi sehingga 

mampu menjadi 

penggerak 

pembangunan dan 

berkontribusi 

terhadap 

perekonomian 

nasional.  

 

lainnya yang 

tangguh 

mandiri dan 

berdaya saing 

tinggi sehingga 

mampu 

menjadi 

penggerak 

pembangunan 

dan 

berkontribusi 

terhadap 

perekonomian 

nasional.  

 

STRATEGI 

1. Mendorong terwujudnya industri pemrograman komputer lainnya yang 

memiliki daya saing tinggi sehingga mampu menjadi penggerak 

pembangunan dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional 

melalui peningkatan kualitas SDM, membuka akses pasar global, 

mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan peningkatan infrastruktur 

serta jaringan komunikasi; 

2. Pengembangan inovasi yang high tech dan high culture. 

RENCANA AKSI 

2023-2027 2028-2032 2033-2037 2038-2043 

1. Meningkatkan 

kualitas dan 

kapasitas 

SDM;  

2. Mendorong 

terbukanya 

akses pasar; 

3. Fasilitasi 

perlindungan 

hukum bagi 

pelaku usaha; 

4. Optimalisasi 

produk dan 

manajemen 

keuangan. 

1. Mendorong 

pembentukan 

asosiasi; 

2. Mendorong 

peningkatan 

infrastruktur 

dan jaringan 

komunikasi; 

3. Mendorong 

kreativitas 

wirausaha 

baru. 

 

Menjadikan 

wirausaha dan 

produk yang dapat 

bersaing di pasar 

global. 

Menjadikan 

wirausaha dan 

produk yang 

dapat bersaing 

di pasar global. 
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Tabel f.3. Aktivitas Pengembangan Video Game 

SASARAN 

2023-2027  2028-2032  2033-2037  2038-2043  

1. Peningkatan 

kualitas dan 

kuantitas 

SDM kreatif; 

2. Terbukanya 

akses pasar 

untuk 

mengembang

kan konten 

local; 

3. Advokasi dan 

perlindungan 

HKI; 

4. Pengembanga

n skema 

pendanaan 

dan modal 

usaha melalui 

lembaga 

keuangan; 

5. Meningkatkan 

jumlah 

wirausaha 

baru. 

 

1. Penguatan 

kelembagaan; 

2. Meningkatkan 

infrastruktur 

dan jaringan 

komunikasi; 

3. Meningkatkan 

kreativitas 

wirausaha 

baru. 

 

Terwujudnya 

industri 

pemrograman 

komputer lainnya 

yang tangguh 

mandiri dan 

berdaya saing 

tinggi sehingga 

mampu menjadi 

penggerak 

pembangunan dan 

berkontribusi 

terhadap 

perekonomian 

nasional.  

 

Terwujudnya 

industri 

pemrograman 

komputer 

lainnya yang 

tangguh 

mandiri dan 

berdaya saing 

tinggi sehingga 

mampu 

menjadi 

penggerak 

pembangunan 

dan 

berkontribusi 

terhadap 

perekonomian 

nasional. 

 

STRATEGI 

1. Mendorong terwujudnya industri pemrograman komputer lainnya yang 

memiliki daya saing tinggi sehingga mampu menjadi penggerak 

pembangunan dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional 

melalui peningkatan kualitas SDM, membuka akses pasar global, 

mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan peningkatan infrastruktur 

serta jaringan komunikasi; 

2. Pengembangan inovasi yang high tech dan high culture. 

RENCANA AKSI 

2023-2027 2028-2032 2033-2037 2038-2043 

1. Meningkatkan 

kualitas dan 
kapasitas 
SDM; 

2. Mendorong 
terbukanya 

akses pasar; 

1. Mendorong 

pembentukan 

asosiasi; 

2. Mendorong 

peningkatan 

infrastruktur 

Menjadikan 

wirausaha dan 

produk yang dapat 

bersaing di pasar 

global. 

Menjadikan 

wirausaha dan 

produk yang 

dapat bersaing 

di pasar global. 
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3. Fasilitasi 

perlindungan 
hukum bagi 
pelaku usaha; 

4. Optimalisasi 
produk dan 
manajemen 

keuangan. 

dan jaringan 

komunikasi; 

3. Mendorong 

kreativitas 

wirausaha 

baru. 

 

 

g. Jasa Industri 

Tabel g.1. Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya 

SASARAN 

2023-2027  2028-2032  2033-2037  2038-2043  

1. Meningkatkan 

kualitas dan 

kuantitas SDM 

sesuai dengan 

standar profesi 

yang dibutuhkan 

industri; 

2. Mewujudkan 

budaya kerja 

industri modern 

(contoh: 

Kesehatan dan 

Keselamatan 

Kerja) 

3. Mendorong 

penggunaan 

teknologi ramah 

lingkungan; 

4. Meningkatkan 

permodalan.  

1. Terwujudnya 

Lembaga 

Sertifikasi 

Profesi (LSP) 

SDM industri; 

2. Meningkatnya 

standar 

pelayanan jasa 

industri 

 

Terwujudnya 

standar ISO 

9001 dan ISO 

14000 industri.  

Terwujudnya 

standar ISO 

9001 dan ISO 

14000 

industri.  

STRATEGI 

Mendorong terwujudnya industri yang memiliki daya saing melalui 

peningkatan kualitas SDM, mewujudkan budaya kerja industri, penerapan 

teknologi ramah lingkungan dan terpenuhinya standar pelayanan jasa 

industri. 

RENCANA AKSI 

2023-2027 2028-2032 2033-2037 2038-2043 

1. Sertifikasi SDM 

industri; 

2. Pelatihan K3, 5R; 

3. Mendorong 

1. Mendorong 

lembaga 

pendidikan 

Fasilitasi 

standarisasi 

ISO. 

Fasilitasi 

standarisasi 

ISO. 
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pemanfaatan 

teknologi yang 

digunakan untuk 

mensupport 

industri ramah 

lingkungan; 

4. Memfasilitasi 

dokumen 

lingkungan; 

5. Mendorong 

pengembangan 

industri melalui 

permodalan dari 

bank dan lembaga 

keuangan lainnya 

bukan bank. 

formal untuk 

mendirikan 

LSP; 

2. Melaksanakan 

pelatihan 

terkait dengan 

peningkatan 

kualitas 

pelayanan jasa 

industri 

 

  

Tabel g.2. Reparasi Mobil 

SASARAN 

2023-2027  2028-2032  2033-2037  2038-2043  

1. Meningkatkan 

kualitas dan 

kuantitas SDM 

sesuai dengan 

standar profesi 

yang 

dibutuhkan 

industri; 

2. Mewujudkan 

budaya  

kerja industri 

modern 

(contoh: 

Kesehatan 

dan Keselamatan 

Kerja) 

3. Mendorong 

penggunaan 

teknologi 

ramah lingkungan; 

4. Meningkatkan 

permodalan.   

1. Terwujudnya 

Lembaga 

Sertifikasi 

Profesi (LSP) 

SDM industri; 

2. Meningkatnya 

standar 

pelayanan jasa 

industri. 

Terwujudnya 

standar ISO 

9001 dan ISO 

14000 industri.  

Terwujudnya 

standar ISO 

9001 dan ISO 

14000 

industri.  

STRATEGI 

Mendorong terwujudnya industri yang memiliki daya saing melalui 

peningkatan kualitas SDM, mewujudkan budaya kerja industri, penerapan 
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teknologi ramah lingkungan dan terpenuhinya standar pelayanan jasa 

industri. 

RENCANA AKSI 

2023-2027 2028-2032 2033-2037 2038-2043 

1. Sertifikasi SDM 

industri; 

2. Pelatihan K3,5R 

3. Mendorong 

pemanfaatan 

teknologi yang 

digunakan untuk 

mensupport 

industri ramah 

lingkungan; 

4. Memfasilitasi 

dokumen 

lingkungan; 

5. Mendorong 

pengembangan 

industri melalui 

permodalan dari 

bank dan lembaga 

keuangan lainnya 

bukan bank. 

6. Mempertemukan 

dengan lembaga 

yang menyediakan 

program Corporate 

Social 

Responsibility 

(CSR) 

1. Mendorong 

lembaga 

pendidikan 

formal untuk 

mendirikan 

LSP; 

2. Melaksanakan 

pelatihan 

terkait dengan 

peningkatan 

kualitas 

pelayanan jasa 

industri. 

Fasilitasi 

standarisasi 

ISO. 

Fasilitasi 

standarisasi 

ISO. 

 

Tabel g.3. Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor 

SASARAN 

2023-2027  2028-2032  2033-2037  2038-2043  

1. Meningkatkan 

kualitas dan 

kuantitas SDM 

sesuai dengan 

standar profesi 

yang dibutuhkan 

industri; 

2. Mewujudkan 

budaya kerja 

industri modern 

1. Terwujudnya 

Lembaga 

Sertifikasi 

Profesi (LSP) 

SDM industri; 

2. Meningkatnya 

standar 

pelayanan jasa 

industri. 

Terwujudnya 

standar ISO 

9001 dan ISO 

14000 industri.  

Terwujudnya 

standar ISO 

9001 dan ISO 

14000 

industri.  
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(contoh: 

Kesehatan dan 

Keselamatan 

Kerja) 

3. Mendorong 

penggunaan 

teknologi ramah 

lingkungan; 

4. Meningkatkan 

permodalan. 

STRATEGI 

Mendorong terwujudnya industri yang memiliki daya saing melalui 

peningkatan kualitas SDM, mewujudkan budaya kerja industri, penerapan 

teknologi ramah lingkungan dan terpenuhinya standar pelayanan jasa 

industri 

RENCANA AKSI 

2023-2027 2028-2032 2033-2037 2038-2043 

1. Sertifikasi SDM 

industri; 

2. Pelatihan K3,5R; 

3. Mendorong 

pemanfaatan 

teknologi yang 

digunakan untuk 

mensupport 

industri ramah 

lingkungan; 

4. Memfasilitasi 

dokumen 

lingkungan; 

5. Mendorong 

pengembangan 

industri melalui 

permodalan dari 

bank dan lembaga 

keuangan Lainnya 

bukan bank. 

6. Mempertemukan 

dengan lembaga 

yang menyediakan 

program Corporate 

Social 

Responsibility 

(CSR) 

1. Mendorong 

lembaga 

pendidikan 

formal untuk 

mendirikan 

LSP; 

2. Melaksanakan 

pelatihan 

terkait dengan 

peningkatan 

kualitas 

pelayanan jasa 

industri. 

Fasilitasi 

standarisasi 

ISO. 

Fasilitasi 

standarisasi 

ISO. 

  

 



- 93 - 
 

 

h. Industri Kreatif 

SASARAN 

2023-2027  2028-2032  2033-2037  2038-2043  

1. Peningkatan 

kualitas dan 

kuantitas SDM 

kreatif yang 

didukung adanya 

lembaga 

pendidikan formal 

dan non formal; 

2. Terbukanya akses 

pasar untuk 

pengembang 

konten lokal; 

3. Advokasi dan 

perlindungan HKI; 

4. Membangun akses 

permodalan dari 

lembaga keuangan 

bank dan non 

bank; 

5. Meningkatnya 

jumlah wirausaha 

baru 

1. Penguatan 

kelembagaan; 

2. Meningkatnya 

infrastruktur 

dan jaringan 

komunikasi; 

3. Meningkatnya 

kreativitas 

wirausaha 

baru; 

Terwujudnya 

industri kreatif 

yang tangguh, 

mandiri dan 

menjadi 

penggerak 

pembangunan, 

berdaya saing 

tinggi serta 

mampu 

memberikan 

kontribusi yang 

besar dalam 

perekonomian 

daerah. 

Terwujudnya 

industri 

kreatif yang 

tangguh, 

mandiri dan 

menjadi 

penggerak 

pembangunan

, berdaya 

saing tinggi 

serta mampu 

memberikan 

kontribusi 

yang besar 

dalam 

perekonomian 

daerah. 

STRATEGI 

1. Mendorong terwujudnya industri yang memiliki daya saing dan 

berkontribusi besar dalam perekonomian nasional melalui peningkatan 

kualitas SDM, membuka akses pasar global, mendorong tumbuhnya 

wirausaha baru dan peningkatan infrastruktur serta jaringan 

komunikasi; 

2. Pengembangan inovasi yang high-tech dan high-culture. 

RENCANA AKSI 

2023-2027 2028-2032 2033-2037 2038-2043 

1. Mendorong 

tumbuhnya 

pendidikan formal 

dan informal; 

2. Meningkatkan 

kualitas dan 

kapasitas SDM; 

3. Mendorong 

terbukanya akses 

pasar; 

4. Memberikan 

1. Membentuk 

forum 

komunikasi 

antar pelaku 

usaha; 

2. Mendorong 

pembentukan 

asosiasi; 

3. Mendorong 

peningkatan 

Menjadikan 

wirausaha dan 

produksi yang 

dapat bersaing 

di 

pasar global. 

Menjadikan 

wirausaha dan 

produksi yang 

dapat bersaing 

di 

pasar global. 
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payung 

hukum bagi 

pelaku 

usaha dan produk; 

5. Optimalisasi 

produksi dan 

manajemen 

keuangan. 

infrastruktur 

dan jaringan 

komunikasi; 

4. Mendorong 

kreativitas 

wirausaha 

baru. 

 

 

B. 2. Pengembangan Perwilayahan Industri 

         Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan 

Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI) 

dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM). Akan 

tetapi Kota Yogyakarta yang luasnya hanya sekitar 32,2 km² sesuai Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041   bahwa strategi 

pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya 

dukung dan daya tampung lingkungan, antara lain meliputi  melarang 

segala bentuk industri yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan 

mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan pada zona pemanfaatan ruang 

yang mengakomodasi keberadaan sektor informal serta industri yang tidak 

menimbulkan pencemaran lingkungan. 

 

Tabel B.2.1. KETENTUAN ZONASI UNTUK KEGIATAN INDUSTRI 
 

No
. 

Jenis 
Kegiatan 

Zona Kegiatan Syarat 

1. Kegiatan 
diizinkan 

bersyarat 
 

Zona 
Perumahan - 

Sub Zona 
Perumahan 
Kepadatan 

Tinggi (R-2), 
Sub 
Zona 

Perumahan 
Kepadatan 

Sedang (R-3) 

Kegiatan 
Perdagangan 

dan Jasa : 
Industri 
Industri 

Sedang 

• Tidak mengganggu 
fungsi  

 utama Sub Zona yang 
ditempati 
• Menerapkan prinsip  

 lingkungan 
berkelanjutan 
• Memenuhi ketentuan 

perizinan sesuai 
peraturan perundang-

undangan 
• Menyediakan tempat 
parkir  

  kendaraan di dalam 
persil  

  sesuai dengan SRP dan  
  kebutuhan ruang parkir 
• Memiliki fasilitas 

pengelolaan 
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No

. 

Jenis 

Kegiatan 
Zona Kegiatan Syarat 

  limbah sesuai dengan 
limbah  

  yang dihasilkan 
 

2. Kegiatan 
diizinkan 

terbatas 
bersyarat 

Zona 
Perumahan – 

Sub Zona 
Perumahan 
Kepadatan 

Tinggi (R-2), 
Sub 
Zona 

Perumahan 
Kepadatan 

Sedang (R-3) 

Kegiatan 
Perdagangan 

dan Jasa : 
Industri 
Industri 

Besar 

• Hanya diperkenankan 
pada lokasi yang saat ini 

sudah terdapat kegiatan 
industri besar 
• Tidak diperkenankan 

melakukan peningkatan 
skala kegiatan industri 
dari industri kecil atau 

sedang menjadi industri 
besar 

• Tidak mengganggu 
fungsi utama Sub Zona 
yang ditempati 

• Menerapkan prinsip 
lingkungan 

berkelanjutan 
• Memenuhi ketentuan 
perizinan sesuai 

peraturan perundang-
undangan 
• Menyediakan tempat 

parkir 
kendaraan di dalam 

persil sesuai dengan SRP 
dan kebutuhan ruang 
parkir 

• Memiliki fasilitas 
pengelolaan limbah 

sesuai dengan limbah 
yang dihasilkan 

3. Kegiatan 

diizinkan 
terbatas 

bersyarat 

Zona 

Perdagangan 
dan Jasa - Sub 

Zona 
Perdagangan 
dan Jasa Skala 

Kota (K-1), Sub 
Zona 

Perdagangan 
dan Jasa Skala 
WP (K-2) 

Kegiatan 

Perdagangan 
dan Jasa : 

Industri 
Industri 
Besar 

• Hanya diperkenankan 

pada lokasi yang saat ini 
sudah terdapat kegiatan 

industri besar 
• Tidak diperkenankan 
melakukan peningkatan 

skala kegiatan industri 
dari industri kecil atau 

sedang menjadi industri 
besar 
• Menerapkan prinsip 

lingkungan 
berkelanjutan 
• Memenuhi ketentuan 

perizinan sesuai 
peraturan perundang-

undangan 
• Menyediakan tempat 
parkir kendaraan di 

dalam persil sesuai 
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No

. 

Jenis 

Kegiatan 
Zona Kegiatan Syarat 

dengan SRP dan 
kebutuhan ruang parkir 

• Memiliki fasilitas 
pengelolaan limbah 

sesuai dengan limbah 
yang dihasilkan 

4. Kegiatan 
diizinkan 
terbatas 

bersyarat 

Zona 
Perkantoran 

Kegiatan 
Perdagangan 
dan Jasa : 

Industri 
Industri 
Besar 

• Hanya diperkenankan 
pada lokasi yang saat ini 
sudah terdapat kegiatan 

industri besar 
• Tidak diperkenankan 
melakukan peningkatan 

skala kegiatan industri 
dari industri kecil atau 

sedang menjadi 
industri besar 
• Tidak mengganggu 

fungsi utama Sub Zona 
yang ditempati 

• Menerapkan prinsip 
lingkungan 
berkelanjutan 

• Memenuhi ketentuan 
perizinan sesuai 
peraturan perundang-

undangan 
• Menyediakan tempat 

parkir kendaraan di 
dalam persil sesuai 
dengan SRP dan 

kebutuhan ruang parkir 
• Memiliki fasilitas 

pengelolaan limbah 
sesuai dengan limbah 
yang dihasilkan 

 

5. Kegiatan 

diizinkan 
terbatas 
bersyarat 

Zona Ruang 

Terbuka Non 
Hijau 

Kegiatan 

Perdagangan 
dan Jasa : 
Industri 

Industri 
Besar 

• Hanya diperkenankan 

pada lokasi yang saat ini 
sudah terdapat kegiatan 
industri besar 

• Tidak diperkenankan 
melakukan peningkatan 

skala kegiatan industri 
dari industri kecil atau 
sedang menjadi 

industri besar 
• Tidak mengganggu 
fungsi utama Sub Zona 

yang ditempati 
• Menerapkan prinsip 

lingkungan 
berkelanjutan 
• Memenuhi ketentuan 

perizinan sesuai 
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No

. 

Jenis 

Kegiatan 
Zona Kegiatan Syarat 

peraturan perundang-
undangan 

• Menyediakan tempat 
parkir kendaraan di 

dalam persil sesuai 
dengan SRP dan 
kebutuhan ruang parkir 

• Memiliki fasilitas 
pengelolaan limbah 

sesuai dengan limbah 
yang dihasilkan 

6. Kegiatan 

diizinkan 
terbatas 

bersyarat 

Zona Sarana 

Pelayanan 
Umum - Sub 

Zona SPU Skala 
Kota (SPU-1), 
Sub Zona SPU 

Skala 
Kemantren 

(SPU-2), Sub 
Zona SPU Skala 
Kelurahan 

(SPU-3) 

Kegiatan 

Perdagangan 
dan Jasa : 

Industri 
Industri 
Besar 

• Hanya diperkenankan 

pada lokasi yang saat ini 
sudah terdapat kegiatan 

industri besar 
• Tidak diperkenankan 
melakukan peningkatan 

skala kegiatan industri 
dari industri kecil atau 

sedang menjadi 
industri besar 
• Tidak mengganggu 

fungsi utama Sub Zona 
yang ditempati 
• Menerapkan prinsip 

lingkungan 
berkelanjutan 

• Memenuhi ketentuan 
perizinan sesuai 
peraturan perundang-

undangan 
• Menyediakan tempat 

parkir kendaraan di 
dalam persil sesuai 
dengan SRP dan 

kebutuhan ruang arker 
• Memiliki fasilitas 
pengelolaan limbah 

sesuai dengan limbah 
yang dihasilkan 

7. Kegiatan 
diizinkan 

terbatas 
bersyarat 

Zona 
Pertahanan dan 

Keamanan 

Kegiatan 
Perdagangan 

dan Jasa : 
Industri 
Industri 

Besar 

• Hanya diperkenankan 
pada lokasi yang saat ini 

sudah terdapat kegiatan 
industri besar 
• Tidak diperkenankan 

melakukan peningkatan 
skala kegiatan industri 
dari industri kecil atau 

sedang menjadi 
industri besar 

• Tidak mengganggu 
fungsi utama Sub Zona 
yang ditempati 

• Menerapkan prinsip 
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No

. 

Jenis 

Kegiatan 
Zona Kegiatan Syarat 

lingkungan 
berkelanjutan 

• Memenuhi ketentuan 
perizinan sesuai 

peraturan perundang-
undangan 
• Menyediakan tempat 

parkir kendaraan di 
dalam persil sesuai 

dengan SRP dan 
kebutuhan ruang parkir 
• Memiliki fasilitas 

pengelolaan limbah 
sesuai dengan limbah 
yang dihasilkan 

8. Kegiatan 
diizinkan 

terbatas 
bersyarat 

Zona 
Transportasi 

Kegiatan 
Perdagangan 

dan Jasa : 
Industri 

Industri 
Besar 

• Hanya diperkenankan 
pada lokasi 

yang saat ini sudah 
terdapat kegiatan 

industri besar 
• Tidak diperkenankan 
melakukan 

peningkatan skala 
kegiatan industri 
dari industri kecil atau 

sedang menjadi 
industri besar 

• Tidak mengganggu 
fungsi utama Sub 
Zona yang ditempati 

• Menerapkan prinsip 
lingkungan 

berkelanjutan 
• Memenuhi ketentuan 
perizinan sesuai 

peraturan perundang-
undangan 
• Menyediakan tempat 

parkir kendaraan 
di dalam persil sesuai 

dengan SRP dan 
kebutuhan ruang parkir 
• Memiliki fasilitas 

pengelolaan limbah 
sesuai dengan limbah 
yang dihasilkan 

9. Kegiatan 
diizinkan 

terbatas 
bersyarat 

Zona Campuran 
- Sub Zona 

Campuran 
Intensitas 

Tinggi (C-1), 
Sub 
Zona Campuran 

Intensitas 

 • Hanya diperkenankan 
pada lokasi yang saat ini 

sudah terdapat kegiatan 
industri besar 

• Tidak diperkenankan 
melakukan peningkatan 
skala kegiatan industri 

dari industri kecil atau 
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No

. 

Jenis 

Kegiatan 
Zona Kegiatan Syarat 

Menengah/Seda
ng (C-2) 

sedang menjadi 
industri besar 

• Menerapkan prinsip 
lingkungan 

berkelanjutan 
• Memenuhi ketentuan 
perizinan sesuai 

peraturan perundang-
undangan 

• Menyediakan tempat 
parkir kendaraan di 
dalam persil sesuai 

dengan SRP dan 
kebutuhan ruang parkir 
• Memiliki fasilitas 

pengelolaan limbah 
sesuai dengan limbah 

yang dihasilkan 

10

. 

Kegiatan 

diizinkan 
bersyarat 

Zona Cagar 

Budaya Sub 
Wilayah 
Perencanaan G 

Kegiatan 

Perdagangan 
dan Jasa : 
Industri  

Industri 
Rumah 
Tangga; 

Industri Kecil 

• Tidak berpotensi 

menimbulkan dampak 
negatif pengurangan nilai 
dan luas Cagar Budaya 

• Tanah dan bangunan 
yang sudah terdaftar 
menjadi bangunan Cagar 

Budaya tidak boleh 
dipugar/diubah bentuk 

arsitekturnya 
• Dalam perkembangan 
berikutnya 

memperbolehkan ditinjau 
ulang perizinan 

pemanfaatan kegiatan 
tersebut jika terdapat 
dampak negatif terhadap 

lingkungan sekitar 

11

.  

Kegiatan 

diizinkan 
bersyarat 

Zona Cagar 

Budaya Sub 
Wilayah 
Perencanaan I 

Kegiatan 

Perdagangan 
dan Jasa : 
Industri  

Industri 
Rumah 

Tangga; 
Industri Kecil 

• Tidak berpotensi 

menimbulkan 
dampak negatif 
pengurangan nilai dan 

luas Cagar Budaya 
• Tanah dan bangunan 

yang sudah terdaftar 
menjadi Bangunan Cagar 
Budaya tidak boleh 

dipugar/diubah bentuk 
arsitekturnya 
• Dalam perkembangan 

berikutnya 
memperbolehkan ditinjau 

ulang perizinan 
pemanfaatan kegiatan 
tersebut jika terdapat 

dampak negatif 
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No

. 

Jenis 

Kegiatan 
Zona Kegiatan Syarat 

terhadap lingkungan 
sekitar 

12
. 

Kegiatan 
diizinkan 

bersyarat 

Zona Cagar 
Budaya Sub 

Wilayah 
Perencanaan K 

Kegiatan 
Perdagangan 

dan Jasa : 
Industri  

Industri 
Rumah 
Tangga; 

Industri Kecil 

• Tidak berpotensi 
menimbulkan 

dampak negatif 
pengurangan nilai dan 

luas Cagar Budaya 
• Tanah dan bangunan 
yang sudah terdaftar 

menjadi Bangunan Cagar 
Budaya tidak boleh 
dipugar/diubah bentuk 

arsitekturnya 
• Dalam perkembangan 

berikutnya 
memperbolehkan ditinjau 
ulang perizinan 

pemanfaatan kegiatan 
tersebut jika terdapat 

dampak negatif terhadap 
lingkungan sekitar 

13

. 

Kegiatan 

diizinkan 
terbatas 

bersyarat 

Zona Cagar 

Budaya Sub 
Wilayah 

Perencanaan A 

Kegiatan 

Perdagangan 
dan Jasa : 

Industri  
Industri 
Rumah 

Tangga; 
Industri Kecil 

• Tidak berpotensi 

menimbulkan 
dampak negatif 

pengurangan nilai dan 
luas Cagar Budaya 
• Tanah dan bangunan 

yang sudah terdaftar 
menjadi Bangunan Cagar 

Budaya tidak boleh 
dipugar/diubah bentuk 
arsitekturnya 

• Dalam perkembangan 
berikutnya 
memperbolehkan ditinjau 

ulang perizinan 
pemanfaatan kegiatan 

tersebut jika terdapat 
dampak negatif terhadap 
lingkungan sekitar 

14
. 

Kegiatan 
diizinkan 

terbatas 
bersyarat 

Zona Cagar 
Budaya Sub 

Wilayah 
Perencanaan A 

Kegiatan 
Perdagangan 

dan Jasa : 
Industri  
Industri 

Rumah 
Tangga; 

Industri 
Sedang 

• Hanya diperkenankan 
pada lokasi yang saat ini 

sudah terdapat kegiatan 
industri sedang atau 
pada lokasi 

industri kecil yang 
mengalami 

peningkatan skala 
kegiatan menjadi industri 
sedang 

• Tidak diperkenankan 
melakukan peningkatan 

skala kegiatan industri 
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No

. 

Jenis 

Kegiatan 
Zona Kegiatan Syarat 

dari industri kecil atau 
sedang menjadi 

industri besar 
• Tidak berpotensi 

menimbulkan dampak 
negatif pengurangan nilai 
dan luas Cagar Budaya 

• Tanah dan bangunan 
yang sudah terdaftar 

menjadi Bangunan Cagar 
Budaya tidak boleh  
dipugar/diubah bentuk 

arsitekturnya 
• Menerapkan prinsip 
lingkungan 

berkelanjutan 
• Akses utama bangunan 

harus terhubung 
langsung dengan 
jaringan jalan atau 

mendapatkan izin dari 
warga setempat 

• Menyediakan tempat 
parkir kendaraan di 
dalam persil sesuai 

dengan SRP dan 
kebutuhan ruang parkir 
• Memiliki fasilitas 

pengelolaan limbah 
sesuai dengan limbah 

yang dihasilkan 
• Dalam perkembangan 
berikutnya 

memperbolehkan ditinjau 
ulang perizinan 
pemanfaatan kegiatan 

tersebut jika terdapat 
dampak negatif terhadap 

lingkungan sekitar 

15

. 

Kegiatan 

diizinkan 
terbatas 
bersyarat 

Zona Cagar 

Budaya Sub 
Wilayah 
Perencanaan A 

Kegiatan 

Perdagangan 
dan Jasa : 
Industri  

Industri 
Rumah 
Tangga; 

Industri besar 

• Hanya diperkenankan 

pada lokasi yang saat ini 
sudah terdapat kegiatan 
industri besar 

• Tidak diperkenankan 
melakukan peningkatan 
skala kegiatan industri 

dari industri kecil atau 
sedang menjadi 

industri besar 
• Tidak berpotensi 
menimbulkan dampak 

negatif pengurangan nilai 
dan luas Cagar Budaya 

• Tanah dan bangunan 
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No

. 

Jenis 

Kegiatan 
Zona Kegiatan Syarat 

yang sudah terdaftar 
menjadi Bangunan Cagar 

Budaya tidak boleh 
dipugar/diubah bentuk 

arsitekturnya 
• Menerapkan prinsip 
lingkungan 

berkelanjutan 
• Akses utama bangunan 

harus terhubung 
langsung dengan 
jaringan jalan atau 

mendapatkan izin dari 
warga setempat 
• Menyediakan tempat 

parkir kendaraan di 
dalam persil sesuai 

dengan SRP dan 
kebutuhan ruang parkir 
• Memiliki fasilitas 

pengelolaan limbah 
sesuai dengan limbah 

yang dihasilkan 
• Dalam perkembangan 
berikutnya 

memperbolehkan ditinjau 
ulang perizinan 
pemanfaatan kegiatan 

tersebut jika terdapat 
dampak negatif terhadap 

lingkungan sekitar 

16

. 

Kegiatan 

diizinkan 
terbatas 
bersyarat 

Zona Cagar 

Budaya Sub 
Wilayah 
Perencanaan B 

– K DAN M 

Kegiatan 

Perdagangan 
dan Jasa : 
Industri  

Industri 
Rumah 
Tangga; 

Industri Kecil 

•  Tidak berpotensi 

menimbulkan 
dampak negatif 
pengurangan nilai dan 

luas Cagar Budaya 
• Tanah dan bangunan 
yang sudah terdaftar 

menjadi Bangunan Cagar 
Budaya tidak boleh 

dipugar/dirubah 
bentuk arsitekturnya 
• Dalam perkembangan 

berikutnya 
memperbolehkan ditinjau 
ulang perizinan 

pemanfaatan kegiatan 
tersebut jika terdapat 

dampak negatif terhadap 
lingkungan sekitar 

17
. 

Kegiatan 
diizinkan 
terbatas 

bersyarat 

Zona Cagar 
Budaya Sub 
Wilayah 

Perencanaan B - 

Kegiatan 
Perdagangan 
dan Jasa : 

Industri  

• Hanya diperkenankan 
pada lokasi yang saat ini 
sudah terdapat kegiatan 

industri sedang atau 
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No

. 

Jenis 

Kegiatan 
Zona Kegiatan Syarat 

K DAN M Industri 
Rumah 

Tangga; 
Industri 

Sedang 

pada lokasi 
industri kecil yang 

mengalami 
peningkatan skala 

kegiatan menjadi industri 
sedang 
• Tidak diperkenankan 

melakukan peningkatan 
skala kegiatan industri 

dari industri kecil atau 
sedang menjadi 
industri besar 

• Tidak berpotensi 
menimbulkan 
dampak negatif 

pengurangan nilai dan 
luas Cagar Budaya 

• Tanah dan bangunan 
yang sudah terdaftar 
menjadi Bangunan Cagar 

Budaya tidak boleh 
dipugar/diubah bentuk 

arsitekturnya 
• Menerapkan prinsip 
lingkungan 

berkelanjutan 
• Akses utama bangunan 
harus terhubung 

langsung dengan 
jaringan jalan atau 

mendapatkan izin dari 
warga setempat 
• Menyediakan tempat 

parkir kendaraan di 
dalam persil sesuai 
dengan SRP dan 

kebutuhan ruang parkir 
• Memiliki fasilitas 

pengelolaan limbah 
sesuai dengan limbah 
yang dihasilkan 

• Dalam perkembangan 
berikutnya 

memperbolehkan ditinjau 
ulang perizinan 
pemanfaatan kegiatan 

tersebut jika terdapat 
dampak negatif terhadap 
lingkungan sekitar 

18
. 

Kegiatan 
diizinkan 

terbatas 
bersyarat 

Zona Cagar 
Budaya Sub 

Wilayah 
Perencanaan B - 

K DAN M 

Kegiatan 
Perdagangan 

dan Jasa : 
Industri  

Industri 

• Hanya diperkenankan 
pada lokasi yang saat ini 

sudah terdapat kegiatan 
industri besar 

• Tidak diperkenankan 
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No

. 

Jenis 

Kegiatan 
Zona Kegiatan Syarat 

Rumah 
Tangga; 

Industri besar 

melakukan peningkatan 
skala kegiatan industri 

dari industri kecil atau 
sedang menjadi industri 

besar 
• Tidak berpotensi 
menimbulkan dampak 

negatif pengurangan nilai 
dan luas Cagar Budaya 

• Tanah dan bangunan 
yang sudah terdaftar 
menjadi Bangunan Cagar 

Budaya tidak boleh 
dipugar/dirubah 
bentuk arsitekturnya 

• Menerapkan prinsip 
lingkungan 

berkelanjutan 
• Akses utama bangunan 
harus terhubung 

langsung dengan 
jaringan jalan atau 

mendapatkan izin dari 
warga setempat 
• Menyediakan tempat 

parkir kendaraan di 
dalam persil sesuai 
dengan SRP dan 

kebutuhan ruang parkir 
• Memiliki fasilitas 

pengelolaan limbah 
sesuai dengan limbah 
yang dihasilkan  

• Dalam perkembangan 
berikutnya 
memperbolehkan ditinjau 

ulang perizinan 
pemanfaatan kegiatan 

tersebut jika terdapat 
dampak negatif terhadap 
lingkungan sekitar 

 

Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Yogyakarta terdapat di 

seluruh kemantren yaitu Kemantren Tegalrejo, Kemantren Jetis, Kemantren 

Gondokusuman, Kemantren Danurejan, Kemantren Gedongtengen, Kemantren 

Ngampilan, Kemantren Wirobrajan, Kemantren Mantrijeron, Kemantren 

Kraton, Kemantren Gondomanan, Kemantren Pakualaman, Kemantren 

Mergangsan, Kemantren Umbulharjo, Kemantren Kotagede. 
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Tabel B.2.2. Program Pengembangan Sentra Industri 

 

No Program 2023-2027  2028-2032  2033-2037  2038-2043  

1. Penguatan 

kelembagaan 
sentra 

V 

 

V   

2. Pemetaan potensi 
pembangunan dan 
pengembangan 

sentra 

V 
 

V   

3. Pembangunan 

infrastruktur 
untuk mendukung 
sentra 

V V V V 

4. Pembangunan dan 
revitalisasi sentra 

IKM 

V V V V 

5. Pembinaan 

pendampingan dan 
pengembangan 
sentra 

V V V V 

6. Pemberdayaan IKM V V V V 

 

B. 3. Pembangunan Sumber Daya Industri 

Sumber daya industri daerah merupakan kebutuhan dasar untuk 

pembangunan industri dan tumbuh berkembangnya industri di Kota 

Yogyakarta. Secara umum, sumber daya industri meliputi: sumber daya 

manusia seperti tenaga kerja, sumber daya alam seperti bahan baku dan 

energi, lembaga diklat dan litbang, teknologi industri, kreativitas dan 

inovasi, sumber pembiayaan dan bahan baku dan/atau bahan penolong 

bagi industri.  Oleh karenanya pembangunan sumber daya industri 

dilakukan melalui pembangunan sumber daya manusia, pemanfaatan 

sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, 

pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dan penyediaan 

sumber pembiayaan serta penyediaan bahan baku dan/atau bahan 

penolong.   

 

B.3.1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri  

Program-program yang dilakukan pada pembangunan sumber daya 

manusia industri dilaksanakan untuk menghasilkan sumber daya manusia 

yang kompeten baik oleh pemerintah, pelaku industri maupun masyarakat. 

Sumber daya manusia industri tersebut meliputi : 

1). Wirausaha industri; 

2). Tenaga kerja industri; 
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3). Pembina industri; 

4). Konsultan industri. 

Pembangunan wirausaha industri dilakukan untuk menghasilkan 

wirausaha yang berkarakter dan bermental kewirausahaan serta  memiliki 

kompetensi sesuai bidang usahanya baik kompetensi teknis, manajerial, 

kreativitas dan inovasi yang dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan 

pelatihan, inkubator industri dan kemitraan baik yang dilakukan oleh 

lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan non formal atau lembaga 

penelitian dan pengembangan yang terakreditasi.  

 

Pembangunan tenaga kerja industri dilakukan dilakukan untuk 

menghasilkan tenaga kerja industri yang mempunyai kompetensi kerja di 

bidang industri sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia 

yang meliputi kompetensi teknis dan kompetensi manajerial, melalui 

kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pemagangan baik oleh lembaga 

pendidikan formal, lembaga pendidikan non formal, lembaga penelitian dan 

pengembangan yang terakreditasi atau perusahaan industri. 

 

Pembangunan Pembina industri dilakukan untuk menghasilkan Pembina 

industri yang memiliki kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial 

agar mampu berperan dalam pemberdayaan industri yang dilakukan 

melalui kegiatan Pendidikan dan pelatihan dan/atau pemagangan terhadap 

aparatur pemerintah lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan non 

formal, Lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi atau oleh 

perusahaan industri. Kegiatan kemitraan antara pembina industri dengan 

asosiasi industri untuk melakukan pembinaan dan pengembangan industri. 

 

Konsultan industri merupakan tenaga ahli yang berperan untuk membantu, 

memberi saran dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku 

industri dan pembina industri. Konsultan industri tersebut memiliki 

keterampilan teknis, administratif dan manajerial sesuai dengan standar 

kompetensi kerja nasional Indonesia di bidang industri. 

 

Tabel B.3.1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri 

 

No Program 2023-2027  2028-2032  2033-2037  2038-2043  

1. Mengadakan 
pelatihan dan 

V 
 

V   
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No Program 2023-2027  2028-2032  2033-2037  2038-2043  

pendampingan 
tatacara 
pengurusan HKI 

2. Mengadakan 
pelatihan dan 

pendampingan 
teknis produksi 

V 
 

V   

3. Mengadakan 
pelatihan dan 
pendampingan 

penerapan standar 

V V V V 

4. Pemetaan dan 

klasifikasi industri 
untuk arah 

pengembangan 
usaha dan promosi 

V 

 

V   

5. Mengadakan 
pelatihan dan 
pendampingan 

manajemen usaha 
untuk IKM 

V 
 

V   

6. Mengadakan 
pelatihan SDM 
dalam hal 

pemanfaatan 
teknologi informasi 

V V   

7. Mengadakan 
pelatihan 
manajemen 

kualitas produk 
berstandar 

nasional (Halal, 
BPOM) 

V 
 

V V V 

8. Mengadakan 
pelatihan dan 
penerapan industri 

hijau bagi IKM 

V 
 

V V V 

9. Meningkatkan 

kemampuan SDM 
melihat kebutuhan 
pasar lokal, 

regional dan global 

V V V V 

10. Meningkatkan 

kemampuan SDM 
untuk mengolah 
limbah secara baik 

 
 

V V V V 

11. Meningkatkan 
kemampuan 

generasi muda 
terhadap kerajinan 
batik 

V V V V 

12. Meningkatkan  V V V 
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No Program 2023-2027  2028-2032  2033-2037  2038-2043  

kemampuan SDM 
melalui pelatihan 
dan pemagangan 

bagi pembina 
industri  

 

B.3.2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Industri 

Sumber daya alam diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan 

dan berkelanjutan dan wajib dilakukan pada tahap perancangan produk, 

perancangan proses produksi, tahap produksi, optimalisasi sisa produk dan 

pengelolaan limbah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjamin 

penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan 

bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi industri agar dapat 

diolah dan dimanfaatkan secara efisien dan dimanfaatkan secara efisien, 

ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang 

berdaya saing serta mewujudkan penguatan struktur industri. 

Untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi pengembangan industri 

program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai berikut : 

1. Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan 

berkelanjutan;  

2. Penetapan kawasan tertentu dengan fungsi utama melindungi 

kelestarian lingkungan hidup; 

3. Jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk 

mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku, bahan penolong dan 

energi serta air baku industri; 

4. Menerapkan kebijakan secara kontinyu atas efisiensi pemanfaatan 

sumber daya alam; 

5. Fasilitasi kerjasama dengan daerah lain dalam hal pengadaan sumber 

daya alam; 

6. Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam melalui penelitian dan 

pengembangan; 

7. Konservasi sumber daya alam terbarukan. 

 

Tabel B.3.2. Program Pengembangan Sumber Daya Alam untuk Industri 

No Program 2023-2027  2028-2032  2033-2037  2038-2043  

1. Penyusunan dan 
update data base 

komoditas dan 
pasar potensial 

V 
 

V   

2. Pemetaan V V   
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No Program 2023-2027  2028-2032  2033-2037  2038-2043  

kebutuhan bahan 
baku dan data 
pasok dari daerah 

lain 

 

3. Kajian pola 

distribusi barang 

V V   

4. Menjalin kerjasama 

dengan daerah 
pemasok kulit 

V 

 

V   

5. Sertifikasi produk 
ramah lingkungan 

V 
 

V   

6. Penerapan standar 
mutu produk 

V V   

7. Pengembangan 
diversifikasi produk 

V 
 

V V V 

8. Fasilitasi 

kemitraan untuk 
penyediaan bahan 

baku 

V 

 

V V V 

9. Pemanfaatan 

berbagai macam 
bahan baku untuk 
produk batik 

V V   

10
. 

Pengembangan 
jaringan pasar 

potensial dalam 
dan luar negeri 

V V V V 

 

B.3.3. Pengembangan Teknologi Industri 

Pengembangan, peningkatan penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan 

teknologi industri dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, 

nilai tambah, daya saing dan kemandirian bidang industri. Kebijakan 

pemilihan, pengadaan dan pemanfaatan teknologi industri dilakukan 

dengan memperhatikan aspek kemandirian, keamanan dan pelestarian 

fungsi lingkungan. Pengembangan teknologi dilakukan secara bertahap 

sesuai dengan kebutuhan industri daerah agar bisa bersaing di pasar 

nasional, regional dan pasar global. 

 

Program pengembangan teknologi dilakukan melalui : 

1. Kerjasama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi di bidang industri dengan melibatkan perusahaan industri, 

Lembaga penelitian dan pengembangan dan perguruan tinggi; 

2. Promosi alih teknologi dari industri besar, lembaga penelitian dan 

pengembangan, perguruan tinggi; 

3. Peningkatan transfer teknologi; 
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4. Meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, 

paten dan merek produk industri untuk meningkatkan nilai tambah; 

5. Pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan dan penerapan 

teknologi industri. 

 

Tabel B.3.3. Program Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri 

No Program 2023-2027  2028-2032  2033-2037  2038-2043  

1. Penerapan standar 

mutu dan standar 
lainnya (SNI, ISO, 

HACCP) 

V 

 

V   

2. Bimbingan teknis 
pemanfaatan alat 

produksi 
berteknologi 

V 
 

V   

3. Pelatihan 
penggunaan mesin 

produksi dan alat 
tepat guna 

V V   

4. Pemanfaatan 

teknologi untuk 
menciptakan 

inovasi 

V 

 

   

5. Fasilitasi 

kerjasama dan 
kemitraan untuk 
pengembangan 

teknologi produksi 

V 

 

   

 

B.3.4. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas  dan Inovasi Industri 

Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas  dan Inovasi Industri dilakukan 

dengan memberdayakan budaya industri dan/atau kearifan lokal yang 

tumbuh di masyarakat. Untuk  pengembangan dan pemanfaatan kreativitas 

dan inovasi industri maka perlu dilakukan : 

a. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas 

dan berinovasi; 

b. Pengembangan sentra industri kreatif; 

c. Pelatihan teknologi dan desain; 

d. Konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitasi perlindungan hak atas 

kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil. 

e. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan 

luar negeri 
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Program pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi industri 

dilakukan melalui : 

1. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas 

dan berinovasi antara lain berupa : 

a. Adanya satu kawasan yang membantu perkembangan ekonomi 

dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi; 

b. Adanya pusat kreativitas,  inovasi dan desain. 

2. Pengembangan sentra industri kreatif, antara lain : 

a. Adanya mesin dan peralatan untuk pengembangan kreativitas; 

b. Adanya tenaga pendamping, tenaga ahli. 

3. Pelatihan teknologi dan desain. 

4. Konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitasi perlindungan hak atas 

kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil. 

5. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan 

luar negeri. 

Tabel B.3.4. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas  dan 

Inovasi Industri 

 

No Program 2023-2027  2028-2032  2033-2037  2038-2043  

1. Penyediaan ruang 
dan wilayah untuk 

masyarakat dalam 
berkreativitas dan 

berinovasi 

V 
 

V   

2. Pemanfaatan media 
informatika untuk 

peningkatan 
kualitas produksi 

dan pemasaran 

V 
 

V V V 

3. Fasilitasi dan 

pendampingan HKI 
untuk hasil desain  

V V   

4. Pemanfaatan 

teknologi untuk 
menciptakan 

inovasi 

V 

 

V V V 

5. Fasilitasi 

kerjasama dan 
kemitraan untuk 
pengembangan dan 

pemanfaatan 
kreativitas dan 
inovasi 

V 

 

V V V 

6. Fasilitasi dan 
pendampingan 

bagaimana desain 
yang kreatif dan 

V 
 

V   
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inovatif  

7. Kajian 
Pengembangan dan 
pemanfaatan 

kreativitas dan 
inovasi  

V 
 

   

 

 B.3.5. Penyediaan Sumber Pembiayaan 

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan industri diperlukan 

adanya ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan 

industri, pembiayaan bisa dalam bentuk pemberian pinjaman, hibah 

dan/atau penyertaan modal. 

 

Tabel B.3.5. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan 

No Program 2023-2027  2028-2032  2033-2037  2038-2043  

1. Fasilitasi 
permodalan bagi 

pelaku usaha 

V 
 

V   

2. Fasilitasi 

pembiayaan dan 
pendampingan 
pengurusan HKI 

V 

 

V V V 

3. Fasilitasi 
kerjasama antara 

perbankan dengan 
pelaku usaha 

V V V V 

4. Fasilitasi 
pembiayaan dan 
pendampingan 

standarisasi 
produksi bagi 
pelaku usaha 

makanan 

V 
 

V V V 

5. Fasilitasi 

kerjasama dan 
kemitraan untuk 

kemudahan 
pembiayaan bagi 
pelaku usaha 

V 

 

V V V 

6. Penguatan 
kelembagaan 

kelompok usaha  

V 
 

V   

 

 

B. 4. Pembangunan Sarana Prasarana Industri 

 

Pembangunan sarana prasarana industri merupakan salah satu penentu 

keberhasilan pembangunan industri. Pembangunan sarana prasarana 

industri meliputi standarisasi industri dan infrastruktur industri program-
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program yang terkait dengan sarana dan prasarana industri adalah 

pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri, fasilitas jaringan 

energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan 

sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, Sistem 

Informasi Industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi industri. 

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi, 

telekomunikasi, sumber daya air, dan infrastruktur perKotaan yang 

terpadu, adil dan merata, meliputi : 

a. meningkatkan jaringan energi melalui pengembangan dan pemanfaatan 

energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal; 

b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi dalam memenuhi 

kebutuhan informasi dan mendukung penerapan smart city di daerah; 

c. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan pengelolaan lingkungan; 

d. meningkatkan keterpaduan moda dan pelayanan transportasi antar Kota 

dan/atau perKotaan di seluruh wilayah Daerah, terutama pada kawasan 

pusat kegiatan dengan mengimplementasikan prinsip pembangunan 

berkelanjutan. 

Tabel B.4. Program Pembangunan Sarana Prasarana Industri 

No Program 2023-

2027  

2028-2032  2033-2037  2038-2043  

1. Pengelolaan 

Lingkungan 

    

 Pengaturan 

ketentuan zonasi 
kegiatan industri 
untuk 

meminimalkan 
dampak negatif 

terhadap lingkungan 
untuk menjamin 
terwujudnya 

lingkungan yang 
berkelanjutan 

V 

 

V   

 Pengaturan bentuk  
bentuk kegiatan 
pada zona 

pemanfaatan ruang 
yang 

mengakomodasi 
keberadaan sektor 
informal serta 

industri yang tidak 
menimbulkan 

pencemaran 
lingkungan 

V V   
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No Program 2023-

2027  

2028-2032  2033-2037  2038-2043  

 Sosialisasi kepada 
masyarakat 

pentingnya 
pengelolaan 

lingkungan hidup 

V V V V 

2. Lahan Industri     

 Pengaturan bentuk  
bentuk kegiatan 
pada zona 

pemanfaatan ruang 
yang 

mengakomodasi 
keberadaan sektor 
informal serta 

industri yang tidak 
menimbulkan 

pencemaran 
lingkungan 

V 
 

V V V 

3. Jaringan Energi dan 

Kelistrikan 

    

 Peningkatan 

jaringan 
infrastruktur 

penyaluran tenaga 
listrik dan sarana 
pendukung berupa 

jaringan distribusi 
tenaga listrik 

V V   

 Peningkatan 
jaringan energi 
alternatif dan 

terbarukan yang 
dikembangkan 

melalui 
pemanfaatan 
sumber energi 

alternatif potensial 
yang berasal dari 
biogas, hasil 

pengolahan sampah, 
tenaga matahari, 

maupun sumber 
energi lain 

V V V V 

4. Jaringan 
Telekomunikasi 

V 
 

V V V 

 Peningkatan 

jaringan tetap dan 
jaringan bergerak 

berupa jaringan 
bergerak seluler 
dilakukan melalui 

penyediaan menara 
telekomunikasi yang 
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No Program 2023-

2027  

2028-2032  2033-2037  2038-2043  

lokasinya ditetapkan 
berdasarkan sistem 

zonasi 

5. Jaringan Sumber 

Daya Air 

    

 Pengelolaan sumber 

air yang 
dikembangkan 
sekaligus dengan 

fungsi wisata, 
penataan 

lingkungan, 
konservasi, serta 
pengendalian banjir 

V 

 

V V V 

6. Jaringan Sanitasi V 
 

V V V 

 Sosialisasi kepada 
masyarakat dunia 

usaha pentingnya 
mengelola sanitasi 
secara benar 

    

7. Jaringan 
Transportasi 

    

 Pengaturan kegiatan 
yang diperbolehkan 

berupa kegiatan 
penyediaan, 
pemeliharaan, 

peningkatan 
sebaran dan 

kualitas sarana 
transportasi, 
kegiatan yang 

diperbolehkan 
bersyarat dan 
kegiatan yang tidak 

diperbolehkan 

V 
 

V V V 

8. Sistem Informasi 

Industri 

    

 Layanan, 

pendampingan dan 
updating data  

V 

 

V V V 

9. Infrastruktur 
penunjang 
standarisasi industri 

    

 Fasilitasi dan 
pendampingan 

sarana penunjang 
standarisasi industri 

bagi IKM 

V 
 

V V V 
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 B. 5. Pemberdayaan  Industri 

Pemberdayaan industri dilakukan melalui pembangunan dan 

pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan 

industri kecil dan menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam 

penguatan struktur industri nasional, berperan dalam pengentasan 

kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja dan menghasilkan barang 

dan/atau jasa industri untuk diekspor. Dan untuk mewujudkan industri kecil 

dan industri menengah tersebut perlu dilakukan penguatan kapasitas 

kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada IKM. 

 

Tabel B.5. Program pemberdayaan industri kecil dan industri menengah 

No Program 2023-2027  2028-2032  2033-2037  2038-2043  

1. Penguatan 

Kapasitas 
Kelembagaan  

    

 Peningkatan 
kemampuan sentra 

V 
 

V V V 

 Penyediaan ruang 
konsultasi IKM 

V V V V 

2. Pemberian fasilitas 

kepada IKM 

    

 Peningkatan 

kompetensi SDM 
dan sertifikasi 

kompetensi 

V 

 

V V V 

 Bantuan dan 
bimbingan teknis 

V V V V 

 Fasilitasi 
penyediaan bahan 

baku dan bahan 
penolong 

V V V V 

 Fasilitasi 
tersedianya mesin 
dan peralatan 

V V   

 Pengembangan 
produk 

V V   

 Penyediaan 
informasi pasar, 

promosi dan 
pemasaran 

V V V V 

 Kemitraan antar 
pemerintah daerah, 
antar pelaku 

industri 

V V V V 

3. Industri hijau     

 Sosialisasi dan 
pendampingan 

pelaku usaha 

V V V V 
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No Program 2023-2027  2028-2032  2033-2037  2038-2043  

industri 
menerapkan 
kebijakan 

pembangunan 
industri hijau dan 

menerapkan sistem 
manajemen ramah 
lingkungan 

 Fasilitasi 
pengembangan 

jaringan bisnis 
untuk memperoleh 
bahan baku, bahan 

penolong dan 
teknologi ramah 

lingkungan 

V V V V 

4. Peningkatan 

Penggunaan 
Produk Dalam 
Negeri 

    

 Sosialisasi P3DN V V   

 Pembentukan Tim 

P3DN 

V V   

 Fasilitasi pelaporan 

dan /atau 
monitoring dan 

evaluasi 
pelaksanaan P3DN 
di daerah 

V V V V 

5. Memberikan 
fasilitasi kerjasama 

internasional 
berupa bimbingan, 
konsultasi dan 

advokasi, bantuan 
negosiasi, promosi 
industri dan 

kemudahan arus 
barang dan jasa di 

bidang industri 

V V V V 
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BAB V  

PENUTUP   

Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2023-2043 

disusun dengan memperhatikan Rencana Induk Pembangunan Industri 

Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional, Rencana Pembangunan 

Industri Provinsi (RPIP) Daerah Istimewa Yogyakarta, RPJPD,  RPJMD, RTRW 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, RTRW, potensi sumber daya industri 

Kota Yogyakarta, keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan dan 

pembangunan industri Kota Yogyakarta serta kegiatan sosial ekonomi dan 

daya dukung lingkungan, proyeksi penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan 

lahan untuk industri, dan melibatkan peran serta masyarakat. Rencana 

Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2023-2043 merupakan salah 

satu dokumen perencanaan di Kota Yogyakarta yang terintegrasi dengan 

dokumen perencanaan lainnya. Rencana Pembangunan Industri Kota 

Yogyakarta Tahun 2023-2043 selain ditujukan untuk pelaku usaha industri 

juga menjadi pedoman bagi pemerintah Kota Yogyakarta serta stakeholder 

lainnya dalam mewujudkan visi, misi, dan sasaran pembangunan industri 

Kota Yogyakarta.  

  

 

               Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA, 

 ttd 

                                SUMADI  
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